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ABSTRACT 

 

The general purpose of this study is to find out the arrangements about irrigation 

flows in Indonesia as well as to find out the enforcement of the law against the 

founders of wild buildings on irrigation canal land. This research is included in 

normative legal research. The results showed that: a) Arrangements on irrigation 

canals in Indonesia consisted of: Law No. 17 of 2019 on Water Resources, 

Presidential Instruction No. 2 of 1984 on The Construction of Water User 

Farmers Association (P3A), PUPR Candy No. 8/PRT/M/2015 on Irrigation 

Borders, PUPR Candy No.11/PRT/M/2015 on E&P Rawa Irrigation Pasut,  

PUPR Candy No.12/PRT/M/2015 on Irrigation Exploitation and Maintenance, 

PUPR Candy No.14/PRT/M/2015 on Criteria and Determination of Irrigation 

Area Status, PUPR Candy No. 16/PRT/M/2015 on E&P Of Lebak Swamp 

Irrigation, PUPR Candy No.17/PRT/M/2015 on Irrigation Commission, PUPR 

Candy No. 21/PRT/M/2015 on E&P Irrigation Pond,  PUPR Candy No. 

23/PRT/M/2015 on Irrigation Asset Management, PUPR Candy No. 

29/PRT/M/2015 on Swamps and PUPR Candy No. 30/PRT/M/2015 on Irrigation 

System Development and Management; as well as b) Law enforcement against the 

founders of wild buildings on irrigation canal land is carried out by applying 

administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions 

according to Article 29 of Government Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 20 of 2006 on Irrigation are by monitoring and evaluating results to 

comply with norms, standards, guidelines and manuals; reporting; 

recommendations; and the ordering. 

 

Keywords: Law Enforcement, Wild Buildings, Irrigation
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ABSTRAK 

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan 

tentang aluran irigasi di Indonesia serta untuk mengetahui penegakan hukum 

terhadap pendiri bangunan liar di atas tanah saluran irigasi. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

a) Pengaturan tentang saluran irigasi di Indonesia terdiri dari: Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Permen 

PUPR No. 8/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Irigasi, Permen PUPR 

No.11/PRT/M/2015 tentang E&P Rawa Irigasi Pasut, Permen PUPR 

No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi, Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Permen 

PUPR No. 16/PRT/M/2015 tentang E&P Irigasi Rawa Lebak, Permen PUPR 

No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 

tentang E&P Irigasi Tambak, Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang 

Pengelolaan Aset Irigasi, Permen PUPR No. 29/PRT/M/2015 tentang Rawa serta 

Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi; serta b) Penegakan hukum terhadap pendiri bangunan liar di atas 

tanah saluran irigasi dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi 

pidana. Sanksi administrasi menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah dengan pemantauan dan 

evaluasi hasil agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual; 

pelaporan; pemberian rekomendasi; dan penertiban. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Bangunan Liar, Irigasi 
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BABxI 

PENDAHULUANx 

 

A. LatarxBelakangxMasalah 

Seiringxbertambahnyaxtahunxpenduduk di Indonesia semakinxbertambah. 

Danxperekonomianxdi Indonesiaxjuga semakin sempit sehingga banyak penduduk yang 

susahxmencari lapangan pekerjaan. Susahnyaxmencari lapangan pekerjaan dikarenakan 

kurangnya bakat dan pendidikanxmereka yang tidak memenuhi syarat dalam pekerjaan 

tersebut. Dikarenakan penduduk Indonesia semakin bertambah, banyak lahanxyang dibuat 

untukxrumah, kantor, pabrik, xdan lain-lain. Sehinggaxsempitnya lahanxuntuk 

mendirikanxusaha bagi yang memiliki usaha berdagang kaki lima. Banyakxpedagang kaki 

lima yang memanfaatkan lahan publik seperti diatas tanah saluran irigasi. Dari membuat 

usaha kecil-kecilan seperti warung makan atau kopi, kios buah, salon rambut, dan 

sebagainya. Bangunanxusaha tersebut tidak semestinya berdiri diatas tanah saluran irigasi 

karena bangunan tersebut beradaxtepat disamping jalan rayaxyang juga jalan perekonomian 

warga sekitar. Dan bangunan itu hampir menutupi tanahxsaluran irigasixbahkan sampai 

merubah bentuk aslinya. Para pedagang kaki lima juga banyak yang belum mengajukan ijin 

pembangunan diatas tanah saluran irigasi kepada pejabat yang berwenang. Padahal di 

Peraturan Pemerintah No. 20xTahun 2006 Pasal 60 Ayat (4) TentangxIrigasi sudah dijelaskan 

”Untukxkeperluan pengamanan jaringan irigasix, dilarang mengubahxdan/atauxmembongkar 

bangunan irigasixserta bangunan lain yangxada, mendirikan bangunan lain di dalam,idi atas, 

atauxyang melintasisaluraniirigasi, kecualixatas izinxPemerintah, pemerintahiprovinsi, xatau 

pemerintahikabupaten/kota sesuaixdengan kewenangannyax”. Pada Peraturan Pemerintah ini 

sudah sangat jelas bahwa dilarang mendirikan bangunan diatas tanah saluranxirigasi.1 

 
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 
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Saluranxirigasi merupakanxsalahxsatu prasaranaxirigasi yangxmemiliki fungsixantara 

lainxmengambil air dari sumber air, membawaxatauxmengalirkan air dari sumber ke lahan 

pertanian, mendistribusikan airxkepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air. 

Begituxpentingxperan irigasixmenunjang produktivitas lahanxpertanian yang berfungsi 

untukxmeningkatkaniproduksi pertanian dalamirangkaxmewujudkan ketahananipangan, 

danipeningkatan kesejahteraan masyarakatikhususnya petaniiperlu adanya 

pengelolaanxsungai yangidilakukan secaraxserius. Saluran irigasi juga dapat menampung air 

hujan apabila terjadi hujan lebat dan selokan-selokan tidak dapat menampung volume air 

yang besar.2  

Banyak para pedagang kaki lima mengalih fungsikan tanah saluran irigasi yang 

seharusnya untuk saluran irigasi persawahan tetapi diatas saluran irigasi didirikan bangunan 

semi permanen bahkan ada juga beberapa pedagang kaki lima merenovasi bangunan tersebut 

menjadi permanen guna untuk menambah daya tarik pembeli dan ada juga yang dijadikan 

rumah untuk ditinggali. Pendirian bangunan liar diatas tanah saluran irigasi dalam jangka 

panjang akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Apabila sewaktu-waktu 

terjadi pendangkalan ditanah saluran irigasi maka jika akan melakukan pengerukan sangat 

susah dan akhirnya terjadilah banjir dan jalur ekonomi disekitar tanah saluran irigasi 

terputus.3 

Untukxmenjaga keselarasahan kehidupan manusiaxdengan alam, manusia 

harusxdapat berperilaku secara bijaksanaxkepada alam. Perilaku manusiaxkepada 

alamxakanxmemberi dampakikepada alamidan jugaxmanusia itu sendiri. xJika manusia 

berperilaku positif pada alam, alam juga akan memberi manfaat positif kepadaxmanusia, 

begituijuga sebaliknya. iHal itu merupakanihubunganitimbal balikiantaraimanusiaidengan 

 
2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, “Mengenal 

Bangunan Irigasi: Saluran Pembawa”, diakses melalui https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/356/mengenal-

bangunan-irigasi-saluran-pembawa pada 17 Januari 2022. 
3 Dupa, Alih Fungsi Lahan di Kudus Tidak Terbendung, diakses melalui 

https://dupanews.id/24/09/2021/alih-fungsi-lahan-di-kudus-tidak-terbendung/ pada 17 Januari 2022.  

https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/356/mengenal-bangunan-irigasi-saluran-pembawa
https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/356/mengenal-bangunan-irigasi-saluran-pembawa
https://dupanews.id/24/09/2021/alih-fungsi-lahan-di-kudus-tidak-terbendung/
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lingkunganihidupnya. Sepertixhalnya kitaxmenjaga sungaiiuntuk tetapialamiidanlestari, 

pastiisecara langsung ataupun tidakxlangsung perilakuikitaiakanimemberiimanfaatikepada 

manusiaxjuga. 

Kurangnya sosialisasi tentang fungsi tanah saluran irigasi dan pengawasan pemerintah 

yang lemah jadi masyarakat bisa seenaknya membangun diatas tanah saluran irigasi. 

Pelaksanaanxpenegakanxhukum merupakanxsalah satu upaya untuk mewujudkanxkonsep-

konsep dan ide-ide yangxada dalam suatuxproduk hukum agar menjadi kenyataan dan sesuai 

dengan tujuan pembuatan produk hukum itu sendiri. Seperti contohxpelanggaran-pelanggaran 

yang telah diuraikan diatas, sudah melanggar Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Pasal 

60 Ayat (4). Akan tetapi tidak ada penegakan atasxpelanggaran-pelanggaranxtersebut. 

Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan aturan yang telah dibuat, guna untuk 

memberi efek jera bagi masyarakatxpendiri bangunan liar diatas tanah saluran irigasi 

tersebut. 

 

B. RumusanxMasalah 

Berdasarkanxlatar belakangxmasalah yang telah diuraikan dixatas, maka 

rumusanxmasalah yang dikaji dalamxpenelitian inixadalah:  

1. Bagaimanaxpengaturan tentang saluran irigasixdi Indonesia? 

2. Bagaimanaxpenegakan hukum terhadapxpendiri bangunan liar di atasxtanah 

saluranxirigasi? 

 

C. TujuanxPenelitian 

Berikut tujuan dilakukanxpenelitian ini: 

1. Tujuanxumum 
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Tujuanxumum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahuixpengaturan 

tentangxaluran irigasi di Indonesia serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap 

pendiri bangunanxliar di atas tanahxsaluranxirigasi. 

2. Tujuanxkhusus  

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban membuat suatuxtulisan ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang harus dipertahankan di depanxdewan 

pengujixgunaxmemperolehxgelarxSarjana Hukum. 

 

D. ManfaatxPenelitian 

Berikut manfaat dilakukanxpenelitian ini: 

1. Manfaatxteoritis 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan terkaitxdengan pentingnya tanah 

saluran irigasi bagi lingkungan dan dampakxburuk yang terjadi atas berdirinya bangunan 

liar diatas tanah saluranxirigasi. Agar masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya 

menjagaxlingkungan guna untuk meningkatkan terciptanya lingkungan baik dan 

tidakxkumuh. 

2. Manfaatxpraktis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide dan inovasi baruxterhadap pengembangan 

peraturan yang masuk akal bagi pelanggar atauxpendiri bangunan liar diatas saluran tanah 

irigasi. Agar peraturan yang dibuatxoleh pejabat yang berwewenang dapat diterapkan dan 

diterima olehxmasyarakat dengan bertujuan mengurangi pelanggaran pendirixbangunan 

liarxdiatas tanas saluranxirigasi. 
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E. KajianxPustaka 

1. PenegakanxHukum 

Penegakanxhukum adalahxproses dilakukannyaupaya untukxtegak 

atauxberfungsinyaxnorma-norma hukumxsecara nyata, sebagaixpedoman perilaku 

dalam lalu-lintasatauxhubungan-hubunganxhukum dixkehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi 

berbagai peraturanxperundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun 

bernegaraxsangat pentingxdi Indonesia. Sebagai negara hukum, xpemerintahan di 

RepublikxIndonesia harus menegakkan supremasi hukum, 

sertaxmewujudkanxkeadilan dan perdamaian.4 

Penegakan hukum dianggap sebagai upaya mewujudkan ide keadilan, 

kepastian hukum serta manfaat osial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dianggap 

sebagai wujud ide serta proses untuk norma hukum sebagai pedoman pelaku dalam 

kehidupan masyarakat. Penegakan hukum nyatanya melibaykan banyak hal.5 

Penegakan hukum dianggap sebagai usaha untuk mewujudkan ide tentang 

keadilan, kepastian ukum serta manfaat sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

dianggap sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, 

xmemeliharaxdan mempertahankanxkedamaian pergaulan hidup.6 

Penegakanxhukum memiliki dia tahap penting, antara lain:7 

a. Penegakan hukumxpidana in abstracto 

 
4 Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), hal 6. 
5 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan 

Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2019 ISSN: 1829-7463.  
6 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 2017), hal 15.  
7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 

2013), hal 24.  
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Merupakana tahapa pembukaan atau yang dapat sebut dengan perumusan. 

Pada praktiknya, terdapat tiga permasalahan pokok hukum pidan anatara lain: 

1) Tindakxpidana (strafbaar feith/criminal act/actus reus) 

2) Kesalahanx (schuld/guith/mens rea) 

3) Pidanax (straf/punishmenth/poena) 

Penegakanxhukum pidanax (PHP) merupakanxbagianx (subsistem) dari 

keseluruhansistem/kebijakanxpenegakan hukum nasional dan dianggap dari 

regulasi pembangunan. Kebijakan hukum pidana dianggap sebagai sistem 

nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan 

nasional.  

Penegakan huum dilakukan dengan adanya proses legislasi atau formulasi atau 

pembuatan aturan perundang-undangan. Hal tersebut dianggap sebagai langkah 

strategis dalam proses penegakan hukum. Pada praktiknya, hukum pelaksanaan 

pidana seharusnya adalah integrated legal system atau yang disebut dengan 

integrated legal substance mengingat belum ada keterlibatan antar sub sistem atau 

kompinen yang terdiri dari hukum pidana metril, formal serta praktik pidana.8 

b. Penegakanxhukum pidanaxinxconcreto 

Penegakanxhukum pidana in concreto terdirixdari: 

1) Tahapxpenerapan/aplikasix(penyidikan) 

2) Tahapxpelaksanaan undang-undang olehxaparat penegakxhukum, yangxdapat 

disebut tahap yudisial danxtahapxeksekusi. 

Penegakan hukum pidana in concreto dianggap sebagai upaya penjatuhan 

pidana atau proses pidana. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan upaya 

penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran serta adil. Kedua 

 
8 Ibid  
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tahapan berikut dianggap sebagai titik krusial dari penindakan suatu pidana dan 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: 

1) Masalahxpermainanxkotor 

2) Masalah optimalisasi pendekatanxkeilmuan dalam penegakan hukum9 

Penegakan hukum dianggap sebagai upaya yangxdilakukanxuntuk jadi hukum 

baik dalam artian sempit atau luas, dianggap pedoma perilaku dari setiapiperbuatan 

hukumibaik oleh subjek hukum maupunioleh aparaturipenegakihukum dengan 

kewenangan oleh UU untuk memberikan jaminan pada pelaksanaan norma hukum.10 

Padaxupaya penegak hukum pidana harus melalui tahapan yang dilihat sebagai suatu 

usaha pencapaian tujuan yang dianggap sebagai jalinan pada aktivitas yang tidak 

memiliki sumber pada nilai. Berikut beberapa tahapanxyang dimaksud:11 

a. Tahapxformulasi 

Merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh pihak pembuatan 

UU. Tahap formulasi disebut sebagai tahapan legislatif.12 

b. Tahapxaplikasi 

Merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh pihak penegak hukum, mulai 

dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. 

Tahap ini dianggap sebagai tahap yudikatif.13 

c. Tahapxeksekusi 

Merupakan tahap penegakan hukum secara konkrit oleh pihak pelaksana pidana. 

Proses pelaksanaan pidana ditetapkan pada putusan pengadilan dan pihak atau 

aparat pidana memiliki pedoman ada aturan UU yang dibuat oleh pembuat UU.14 

 
9 Ibid  
10 Farid Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 35.  
11 Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2014), hal 21.  
12 Ibid  
13 Ibid  
14 Ibid  
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Penegakanxhukum merupakan suatu prosesxuntukxmewujudkan keinginan-

keinginanhukum menjadi kenyataan. Hal tersebut menunjukkan tentang pemikiran 

pembuat UU yang telah dibuat pada peraturan hukum. Penagakan hulum memiliki 

gungsi untuk memberikan lindungan kepentingan manusia. Pada upaya menegakkan 

hukum, terdapat tiga unsur yang harusxdiperhatikan antaraxlain:15  

a. Kepastianxhukum 

Hukumxharus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiapxorang mengharapkanxdapat 

ditetapkannyahukum dalam hal terjadixperistiwa yangxkonkrit.16 

b. Manfaatx 

Masyarakat menginginkan manfaat pada praktik atau penegakan hukum. Hukum 

dibuat untuk manusia sehingga harus memberi manfaat bagi masyarakat.17 

 

 

c. Keadilanx 

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaannya maka sikap adil 

harus ditekankan. Nyatanya, hukum tidak diidentikkan dengan keadilan. Hukum 

memiliki sfat umum, sedangkan keadilan bersifat individualistik serta tidak 

menyamaratakan.18 

Pada praktiknya, terdapat beberapa faktor yangxmempengaruhi penegakan 

hukum, antaraxlain:19 

a. Faktorxhukum 

Hukumxadalahxsegala sesuatuxyang menimbulkan aturan-aturan 

yangxmempunyaixkekuatan memaksa karena terdapat sanksi yang tegas. Hukum 

 
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hal 145.  
16 Ibid  
17 Ibid   
18 Ibid  
19  Soerjono Soekanto 
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adalah separangkat norma atau kaidah yang memiliki fungsi dalam pengaturan 

tindakan manusia agar kehidupan masyarakat menjadi tentram. Terkait demikian, 

hukum dianggap sebagai suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang 

memiliki wewenang yang memaksa. Secara garis besar, terdapat tiga tahapan 

dalam fungsi hukum antara lain:20 

1) Fungsixhukum sebagai alat yang membuat tertib dan teratur dalam lingkup 

masyarakat 

2) Fungsi hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial 

3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak dalam pembangunan nasional.21 

b. Faktorxpenegakxhukum 

Terdapat beberapa faktor penegak hukum, antara lain:22 

1) Pejabatxkepolisian 

KepolisianxNegara Republik Indonesiax (POLRI) xadalah yang 

bertanggungjawabxlangsung dibawah Presiden. Polri selalu memiliki 

keterkaitan dengan pemerintahan, namun nyatanya Polri adalah pranata sipol 

yang memiliki tugas dalam pengaturan tata tertib serta hukum. Berikut 

beberapa tugas polisi: 

a) Mememliharaxkeamanan danxketertiban masyaraka 

b) Menegakkanxhukum 

c) Memberikanxperlndungan, pengayoman dan pelayananxkepada 

masyarakat 

2) Jaksax 

Jaksaxadalah pejabat fungsional yang diberixwewenang olehxUndang-

Undang untuk bertindakxsebagaixpenuntutxumum pada praktik putusan 

 
20 Soerjono Soekanto  
21 Ibid  
22 Soerjono Soekanto  
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pengadilan yang telah memperoleh wewenang berdasarkan UU. Berikut 

tugasxdan wewenangxjaksa dalamxbidangxpidana:23 

a) Melakukanxpenuntutan 

b) Melaksanakanxpenetapan hakimxdan putusan yangxtelah 

memeprolehxkekuatanxhukumxtetap 

c) Melakukanxpengawasan terhadapxpelaksanaan putusanxpidana bersyarat, 

xputusan pidana pengawasan danxputusan lepas bersyarat 

d) Melengkapixberkas perkaraterxtentu dan untuk ituxdapat melakukan 

pemeriksaanxtambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang 

dalamxpelaksanaannyaxdi koordinasikan denganxpenyidik. 

Sedangkan dalam bidang hukumxperdata, tata usahaxNegara, jaksa 

memiliki kuasa secara khusus pada dalam atau luar pengadilan. Berikut tugas 

dan wewenang jaksa:24 

a) Peningkatanxkesadaran hukumxmasyarakat 

b) Pengamananxkebijakan penegakanxhukum 

c) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

danxNegara 

d) Pencegahanxpenodaan dan /atau penyalahgunaanxagama 

e) Penelitianxserta pengembangan hukum serta statistikxkriminal. 

3) Hakimx  

Hakim adalah hakimxagung serta hakim padabaxdan peradilan di 

semuaxlingkungan peradilan yang berada dixbawah MahkamahxAgungserta 

 
23 Ibid  
24 Ibid  



11 
 

hakim mahkamah. Hakim harus selalu menegakkan keadilan baik secara 

tertulis maupun tidak. Berikutxtiga tugasxpokok hakim, xantara lain:25 

a) Hakim bertugas membantuxpimpinan pengadilanxdalam membuat 

program kerjaxjangka pendek dan jangkaxpanjang, pelaksanaan 

sertaxperorganisasiannya. 

b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketuaxuntuk mengamatixapakah 

pelaksanaantugas telah dilaksankanxsesuai dengan 

ketentuanxyangxberlaku dan melaporkannyaxkepada 

pimpinanxpengadilan. 

c) Melakukanxtugas pengawasan dan pengamatan terhadap praktik putusan 

pidana. 

c. Faktor saranaxatauxfasilitas yang mendukung penegakanxhukum 

Tanpaxadanya sarana serta fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak 

akan lancar. Berikut beberapa sarana yang dimaksud yaitu SDM yang memiliki 

pendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan serta keuangan. Apabila 

beberapa hal tersebut tidak dipenuhi maka penegakan hukum tidak akan mencapai 

tujuan.26 

d. Faktorxmasyarakat 

Secaraxbentukxmasyarakat dapat dibedakanxmenjadi duaxtingkat 

kedalamanxyangxberbeda. Pertama, masyarakatxyang langsungxdan 

spontanxsedangkan yangxkedua adalahxmasyarakat secara terorganisir. Pada 

praktiknya, tiap masyarakat memiliki persepsi sendiri terhadap hukum.27 

e. Faktorxkebudayaan  

 
25 Ibid  
26 Ibid  
27 Ibid  
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Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Memang 

pada praktiknya kebudayaan masyarakat berbeda namun tiap kebudayaan 

memiliki ketentuan yang berlaku bagi semua lingkup masyarakat. Beriku 

beberapa hakikat kebudayaan: 

1) Kebudayaanxterwujud danxtersalurkan lewatxperilaku manusia 

2) Kebudayaan telah ada dari jaman dahulu 

3) Kebudayaan diperlukan manusia.28 

Faktor kebudayaan diidentikkan dengan masyarakat, di mana kebudayaan 

tumbuh dan berkembang di lingkup masyarakat. Kebudayaan juga memiliki 

cakupan pada nilai yang dianggap baik dan tidak oleh masyarakat yang 

bersangkutan.29 

2. Bangunan Liar 

BangunanIliar adalah bangunaniyangididirikanitidak sahikarena tidak 

memenuhi perizinan pembangunan dan dibangun di atas tanah pihak lain. Bangunan 

liar juga dianggap sebagai bangunan yang tidak sesuai pada penggunaan tata ruang 

dan pada akhirnya diberlakukan kegiatan penggusuran. Secara umum, bangunanxliar 

yang dimiliki oleh masyarakat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang 

ditempati.30 

Bangunan liar adalah bangunan dalam kondisi berdesakan, memiliki luas tidak 

sebandingxdengan jumlah penghubi yang ada, terdapat pada lingkungan dan 

tataxpemukiman yang tidak teratur tanpa perencanaan dan umumnya dihuni oleh 

 
28 Ibid  
29 Ibid  
30 Delia Yopi Amanda dan Tukiman, Pengawasan terhadap Bangunan Liar Sepanjang Garis 

Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya (Studi Kasus di Jalan Pandegiling 

Surabaya), Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim Volume 8 Nomor 2 Oktober Tahun 2018.  
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masyarakat miskin. UU No 28 Tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

syaratxbagi bangunan gedung, antara lain:31 

 Pasal 7 bab 5 bagian pertama 

a. Setiapibangunan gedungiharus melengkapi syarat administratifidan iteknis 

b. Persyaratan administratif gedung meliputi status tanah, status kepemilikan 

bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan 

c. Persyaratan administratif dan teknik pada gedung olehiPemerintah Daerah sesuai 

konsisi sosial dan budaya setempat. 

Pasal 8xBagian kedua32 

(1) Setiapxbangunanxgedung harus dapat memenuhi syarat administratif 

yangxmeliputi: 

a. Statusihakiatasitanah, dan/atauxizin pemanfaatanidarixpemegang 

hakiatasxtanah 

b. Status kepemilikan bangunanxgedung 

c. Izin mendirikanxbangunanxgedung. 

(2) Setiapxorang atauibadanihukum dapatimemiliki bangunanxgedung atau bagian 

bangunanxgedung. 

(3) PemerintahiDaerahiwajib mendata bangunanxgedung untukikeperluan 

tertibipembangunan danxpemanfaatan. 

(4) Ketentuanxmengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan 

pendataan bangunan gedungxsebagaimana dimaksud dalamxayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur lebih lanjutxdenganxPeraturan Pemerintah. 

Pasali13 

 
31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  
32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  
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Menunjukkanxbahwa terdapat persyaratan jarak bebasxbangunanxgedung, 

antaraxlain: 

(1) Persyaratanijarak bebasibangunan gedung sebagaimanaxdimaksud 

dalamiPasalx10 ayati (1) imeliputi: 

a. Garisxsempadan bangunanigedungidengan as jalan, tepiisungai, tepiipantai, 

jalanikeretaiapi, dan/atauxjaringan teganganitinggi 

b. Jarakiantaraibangunanigedungidenganxbatas-batas persil, dan jarak 

antaraiasijalan dan pagarxhalamaniyangidiizinkanipada lokasi 

yangibersangkutan. 

(2) Persyaratanijarak bebasibangunan gedungiatau bagianibangunan gedung yang 

dibangun diibawah permukaan tanah harus mempertimbangkanibatas-batas 

lokasie, keamanandan tidak menggangguifungsixutilitas kota, iserta 

pelaksanaanxpembangunannya 

(3) Ketentuanxmengenai persyaratanijarak bebas bangunanigedung 

sebagaimanaxdimaksud dalamiayat (2) diatur lebih lanjut 

denganxPeraturaniPemerintah.33 

3. Tanah Irigasix 

Irigasixadalah upaya penyaluran air ke tanah secara sistematis. PP Nomor 20 

tahun 2006 tentangxIrigasi menunjukkan bahwa iirigasiiadalah usahaipenyediaan, 

pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjangipertanianxyang 

jenisnyaimeliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, 

irigasiipompa, dan irigasi tambak. iIrigasi didefinisikan sebagaixsuatu cara pemberian 

 
33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  
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air, baik secara alamiah ataupun buatanxkepada tanah denganxtujuan untuk memberi 

kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.34 

Irigasi merupakan upaya untuk menyediakan serta mengatur air pada upaya 

pertanian. Irigasi mengalirkan air dari sumber ke sebidang tanag dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan tanaman. Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang memiliki 

hubungan untuk memperoleh air pada aktivitas pertanuan. Secara garisxbesar, 

terdapat dua tujuan irigasi yaitu:35 

a. Tujuan Langsung, di mana irigasi memiliki tujuan untuk membasahi tanah sesuai 

dengan kebutuhan tanaman.  

b. Tujuan Tidak Langsung, di mana irigasi dapat mengatur suhu tanah, mengurangi 

toksik pada tanah, pengangkutan pupuk dengan aliran air, menaikkan air tanah, 

memaksimalkan evelasi daerag serta membuat endapan lumpur dari aliran air.  

Irigasi dianggap sebagai suatu cara pemberian air secara alamiah pada tanah 

sehingga tanah tersebut menjadi lembab. Irigasi memiliki beberapa manfaat, antara 

lain:36 

a. Dapat membahasi tanah terutama pada tanah dengan minim air hujan 

b. Mengatur pembasahan tanah 

c. Menyuburkan tanah karena terdapat aliran air dengan kandungan lumpur serta zat 

hara 

d. Untuk koltamasi  

Irigasi memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian 

sehingga terwujud ketahanan pangan Nasional serta kesejahteraan masyarakat, 

terutama pada kalangan petani. Pada praktiknya, dilakukan pengembangan dan kelola 

 
34 Anton Priyonugroho, Analisis Kebutuhan Air Irigasi (Studi Kasus Pada Daerah Irigasi Sungai Air 

Keban Daerah Kabupaten Empat Lawang), Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol 2 No 3 September 2014.  
35 Ardi, Hasil Besar dari Irigasi Kecil, (Jakarta: Koran Harian Media Indonesia, 2013), hal 23.  
36 Nur Rachmad, Irigasi dan Tata Guna Lahan, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hal 6. 
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irigasi untuk mewujudkan manfaat air di lingkup pertanian du mana hal tersebut 

dilakukan secara partisipatif, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.37 

 

 

F. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adaah hukum normatif yaitu dilakukan untuk telaah 

ketentuan hukum positif dan perangkat hukum yang diteliti secara normatif digunakan 

sebagal sumberxbahanxhukum.38 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dilakukan dengan yuridis normatif yaitu pendekatan 

perundangan untuk telaah UU atau regulasi.39  

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber data dalam penelitian ini terdirixdari: 

a. Bahan hukum primerxberupa: 

1) Peraturanxdasarx (UUD 1945) 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Pasal 60xayatx (4) 

tentangxIrigasi 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk menjelaskan maksud dari 

bahan hukum primer.40 Bahan hukumxsekunder dapat berupa: 

1) Buku-bukuxhukum 

2) Jurnal-jurnalxhukum 

 
37 Ibid 
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana 2015), hal 93  
39 Ibid 
40 Ibid  
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3) Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuatxdalam 

mediaxmassa. 

4) Internet. 

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus danxensiklopedia hukum.41 

4. Prosedur xPengumpulanxBahanxHukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik pustaka yaitu 

pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan fokus penelitian, terdiri dari 

dokumen dan literatur denga fokus sama.42 

5. PengolahanxdanxAnalisis BahanxHukum 

Pengolahan dan analisa bahan hukum dilakukan dengan deskriptif analisi yang 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu:43 

a. Evaluasi yaitu memberikan penilaian pada ketepatan pemberian keputusan pada 

maslah yang diteliti 

b. Interpretatif yaitu dilakukan dengan tafsiran sesuai UU 

c. Konstruksi yang dilakukan dengan analogi serta pembalikan proposisi 

d. Argumentatif yaitu menyampaikan pendapat dan nilai sesuai kaidah hukum. 

 

G. SistematikaxPenulisan 

Berikut sistematikaxpenulisan dalam penelitianxini: 

Bab I sebagai pendahuluan berisi dari beberapa bagian, yang meliputixlatar 

belakangimasalah, rumusanimasalah, tujuanipenelitianxmanfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metodexpenelitian, danxpertanggungjawaban sistematika. 

Bab II menjawab rumusan masalahxpertama yaitu pengaturanxtentang saluran irigasi 

dixIndonesia. 

 
41 Ibid   
42 Ibid  
43 Ibid   
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Bab III menjawab rumusanxmasalah kedua yaitu tentangxpenegakan hukum terhadap 

pendiri bangunan liar di atas tanah saluranxirigasi. 

Bab terakhir dalam penulisan ini adalah bab IV sebagai penutup, xyang berisi 

beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telahxdilakukan, dan disertai 

dengan saranxdari penulis atas hasil dari pembahasan yangxtelah dilakukan. 
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BAB II 

PENGATURAN SALURAN IRIGASI DI INDONESIA 

 

A. KonsepxIrigasi di Indonesia 

Irigasixadalah uaya dalam menyediakan, mengatur serya pembuangan air 

irigasi dalam maksimalkan kegiatan pertanian. Irigasi memiliki peran penting 

dalam aktivitas pertanian terutama di Indonesia terutama dalam peningkatan 

produktivitas kegiatan tani dalam rangka pemaksimalakan produksi beras ke 

pemaksimalan ketahanan pangan serta tercapainya kesempatan kerja dan 

perbaikan gizi masyarakat.44 

Irigas merupakan upaya dalam produksi air dengan menggunakan 

bangunan serta aluran buatan dalam menunjang produksi tani. Irigasi terdiri dari 

beberapa jenis, antara lain:45 

1. Berdasarkanxstatusxjaringan irigasi46 

a. Irigasixpemerintah 

Merupakan jaringanxirigasi yang dibangun serta kelola oleh 

pemerintah. Irigasi pemerintah memiliki ukuran besar.  

 

 

 

 
44 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Indonesia, 

2018.  
45 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 

Modul Pengetahuan Umum Irigasi, 2017. 
46 Ibid  
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b. Irigasixdesa  

Merupakan jaringanxirigasi yang dibangun serta kelolanya oleh 

masyarakat di lingkup perdesaan yang dibantun dengan gotong royong. 

Irigasi desa memiliki ukuran antara 100-500 ha. 

c. Irigasi swasta  

Merupakan irigasi yang dibangun serta kelolanya oleh pihak swasya.  

2. Berdasarkanxtingkat teknis47 

a. Irigasixteknis 

Merupakan irigasi yang airnya dapat diatur serta diukur. Irigasi teknisk 

dilengkapi dengan pintu, papan dengan skala dan bangunan ukur khusus.  

b. Irigasi setengahxteknis 

Merupakan irigasi dengan air yang teratur namun tidak dapa dilakukan 

pengukuran karena dilengkapi dengan pintu namun pintu terseut tidak 

dapat digunakan sebagai alat ukur.  

c. Irigasixsederhana 

Merupakan irigasi tanpa bangunan ukur serta tanpa pintu. 

3. Berdasarkan aplikasixair48 

a. Irigasixgenangan 

Merupakan irigasi yang dilakukan dengan memberikan air melalui 

penggenangan lahan di mana terdapat tanaman, umumnya digunakan bagi 

tanaman padi.  

 

 
47 Ibid  
48 Ibid  
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b. Irigasixsprinkler 

Merupakan irigasi yang dilakukan dengan metode penyiraman 

tanaman khususnya pada tanaman hortikuktura.  

c. Irigasixtetes (drip) 

Merupakan irigasi yang dilakukan dengan cara memberikan tetesan 

air, khususnya pada tanaman yang tidak memerlukan banyak air. 

4. Berdasarkan sumberxair49 

a. Irigasi airxpermukaan 

Merupakan irigasi yang dibuat dengan sumber pada alir mengalir di 

atas muka tanah. Terdapat lima golongan irigas air permukaan, yaitu: 

1) Irigasixalur (furrowiirrigation) 

Airiirigasi dialirkan melaluiialur-alur di selasela petakaniuntukxdapat 

mengairi tanaman di sebelahikanan danikirinya. Sistemxirigasi ini 

sangaticocok untukitanamaniyangiditanamisecarailajur, sepertiijagung, 

tebu, ikentang, itomatidanibuah-buahan. Aluribiasanya dibuatxdengan 

denganimengikutiikemiringanilahanidanikemiringan alurxminimum 

berkisari0,05%isebaiknyaiantara 15-40icm. Panjangialuribiasanya 

antarai25-500 misedangkan jarakialur satuidengan yangxlainnya 

berkisariantarai0,3-2 m. iKelebihanilainidariisistemini adalahxtanaman 

tidakisecarailangsung terkenaiair yangidapat mempengaruhixproduksi 

baikikuantitas maupunxkualitas. 

 

 
49 Ibid  
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2) Irigasiigelombangx (corrugationiirrigation) 

Sistem irigasi ini hampir sama dengan sistem alur, hanya lebihxrendah 

dan lebih lebar. Irigasi gelombang biasanya digunakan terutamaxuntuk 

tanaman padipadian maupun rumput makanan ternak. Sistemxirigasi 

model ini di Indonesia belum banyakxdikenal. 

3) Irigasiipenggenanganipetak jalurx (borderistripiirrigation) 

Caranyaiadalah lahanidibuatipetakaniyangimasing-masingxpetakan 

dibatasiiolehigalenganiatauipematang, diisebelahiatas dibatasi oleh 

saluranipembawaikemudianidiisebelahibawah olehxsaluranipembuang 

(drainasi). Irigasiipetakijalurisungaiicocok untukxtanamanxpadi-

padian, irumputimakananiternakidan tanamanilainnyaiyangxditanam 

denganijarak yangxrapat. 

4) Irigasiigenanganx (checkiatauibasiniirrigation) 

Lahaniuntukiirigasiidibuatisistemigenangan dengan dibatasiioleh 

galengan. iIrigasiiiniilebihibanyakidigunakan untuk padi sawahxatau 

untuk tanaman buah-buahan. Sebagian besar penanaman padixdi 

Indonesiaimenggunakanisistemiirigasiigenanganiini.50 

5) Sistemiirigasi diibawah permukaanxtanah 

Padaisistem ini airiirigasiidimaksudkan untukimeninggikan mukaxair 

tanahiagar lapisaniakar mendapatiairimelaluiikapiler. Sistemxirigasi 

ini banyak digunakan pada lahan yang banyak mengandungxgambut. 

 
50 Ibid  
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b. Irigasi airxtanah51 

Merupakan irigasi yangisumber airnya dariiair yangiberada dixbawah 

permukaanitanah. Untukidapatimemanfaatkannya, iair dipompaxsampai 

permukaanitanah kemudian dialirkan ke lahan. Pengembanganxirigasi air 

tanah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. xPengambilan airitanah 

yangiberlebihaniakanimengakibatkanikerusakanilingkungan. KotaxJakarta 

misalnya karenaikekosongan air diidalamitanah, mengakibatkanxbeberapa 

bangunan besar ambles. Disusul oleh air lautiyang menyusupidan 

merembes sejauh lebihidari 20 km dari pantai. Pengisianxkembali 

(recharge) idari air hujanimemerlukan waktu sangat panjangxsedangkan 

pemompaan dari dalamxtanah jauhilebihicepat. Pemompaanxair tanah di 

daerahibukaniperkotaan, dalamxjangka panjangiakan mengakibatkanxhal 

yangisama. Dimusimikemarau, sumur-sumuridan aliraniairidi sungaiiakan 

kekuranganiair. iKarenaiitu irigasixair tanahihanya sebagaixpendukung 

terhadap irigasi air permukaan danxhanya dibangun jika lokasi ituxair 

permukaan tidak ada sementaraxair tanah berlebihan. 

Pengembanganiirigasi airtanah di Indonesiaiyangxdimulai sejakxtahun 

1970isebagian besariada di JawaiTimur. Dalamx20 tahunipertama, 

xProyekiPengembanganiAiriTanahi (PAT) ilebihidifokuskanipadainilai 

sosialiekonominyaidibandingkaniterhadapiaspekiteknisi danxefektifitas 

ekonominya. iTahuni1987 - 1991 PAT mulaiimenerapkan thexleast cost 

andimostiappropriateitechnologiesifor developingxgeroundwateriresources 

 
51 Ibid  
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denganiadanya bantuan danaiBank Duniaimelalui IrrigaioniSubiSector 

Project (ISSP). Salahisatu segiipositif pemanfaatan airitanah segixpositif 

pemanfaataniair tanahiialah sebagai proyek yang dapatxsegera 

dimanfaatkani (quickiyielding) ikarenaipembuatanisumur borx (tubeiwell) 

danipemasangan pompaidapat segera dilakasakan bagixdaerahitertentu 

yangibaik potensi airxtanahnya. 

Airitanah dapatimerupakan sumber air utama, atau secaraxterpadu 

bersama-samaidengan airipermukaan memenuhi air irigasii (conjunctive 

use). iPengelolaan terpaduidalamipenggunaaniairipermukaan dan airitanah 

diperlukan terutamaipadaipemanfaatan air tanah sebagaiipengganti air 

permukaanipadaimusim kemarauidan/atau sebagaiitambahan (suplesi)bagi 

irigasi permukaan. Kriteriaipemilihanidaerah pengembanganxirigasiiair 

tanahididasarkanxpada:52 

1) Daerahipertanianiyangiintensif daniberpendudukipadat 

2) Daerahiyang kekuranganiair diimanaitidakiterdapatiairipermukaan 

3) Mendapat tanggapanidari petaniserta dukunganidariiPemerintah 

Daerah setempat sehinggaiakan terjaminiterselenggaranya 

pengoperasianidanipemeliharaanxpompa 

4) Potensi air tanah di daerah tersebut dapat dikembangkan untuk 

keperluaniirigasi 

5) Pembuatanisumur bor. 

 
52 Ibid  
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Dengan mesinibor atau alatilain, pada tanah dibuat lubangxdengan 

diameter 25-55 cm denganikedalamani30-120im, tergantungxkualitas air 

yang dibutuhkanidanitebal sertaimutu akuiferiyangidijumpai. Denganidata 

akuiferidirencanakan susunan pipa-pipa berlubang (screen) xpadaxdaerah 

akuifer. iPipaidimasukkan, ilaluiruangiantaraipipaidanilubang bor diisi 

kerikili (gravelipack). Sumuriselesai setelahidicuciidenganimenekaniangin 

sehinggaiair keluar sumurisampaiibersih. Setelahitu baruidipasangipompa. 

Airimengaliridari akuifer melaluiiscreenimasukike danidiisapiolehipompa. 

c. Sawah tadah hujan53 

Sistemiirigasi di Indonesia dikembangkanuntuk mengairixpersawahan, 

walaupunitidak semuaipersawahan yangiada sekarangiini dilayaniioleh 

sistemiirigasi. Persawahan itu sendirixdikembangkan secara bertahap 

sejalan dengan kemampuanimasyarakatisetempat menanggapixumpan 

balikiyang berasalidariilingkunganiproduksi. Dalam tahap awal 

pengembanganlahan dimulai dengan pembukaaniarealihutan atauisemak 

belukarimenjadi lahan yang siap untukiditanami. Dalamxperkembangan 

lebih lanjut dilakukan perataan tanah dan pembuatanipematang- pematang 

untuk memungkinkan air hujan dapat ditampungilebih lama khususnya 

untukibudidaya padi. Sejak itulah, mulai berkembang budayaxpertanian 

sawahitadah hujan. Dalamitahap berikutnya mulai dikembangkan irigasi 

untuk memberikan air ke lahan yang memerlukan sebagaixpelengkap 

pemberianiair oleh hujan. Daerah-daerah irigasixumumnyaidimulai pada 

 
53 Ibid  
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arealisawah tadahihujan dan berkembang dalam waktu yang cukupxlama 

dengan tahap-tahapnya tersendiri. 

5. Berdasarkaniteknis pemberianxair54 

a. Gravitasii 

Merupakan sistemiirigasi yang pengaliraniair danisumbernya ke 

lapanganimenggunakan metodeigravitasi, dan sumber airnyaxberasalidari 

airipermukaan yangipengambilaniairnya menggunakan bending, iwaduk, 

bangunanipenangkap, pengambilanibebas (free intake) atauxpompaiair. 

Sampaiisekarang, pemanfaatanisumber daya air yang palingibanyakidan 

terusidilakukan adalahipenyadapan atau pengambilanx (diversion i) iair 

sungaiiterutama denganibendingi (weir) iuntuk meninggikanimuka 

airxuntuk kemudian dialirkan dengan saluran pembawa dan pembagixair 

(convenyanceiandidistributor) ke hilir ke daerahiyang memerlukanxyaitu 

petakiatauipersil tanah/bawahiyang dapatiditanami tanamanxberirigasi 

yangibernilai ekonomisidilihat dariisegi usahaitani dan investasixsarana 

irigasiiyangibersangkutan. 

b. Bertekanani 

Merupakan irigasi yang pemberian airnya dilakukan denganxcara 

disiram atau cara tetes. Irigasiisiraman mengupayakan airiirigasi 

sepertixairihujan. Cara irigasiiini dilihat dari penggunaan airxmempunyai 

efisiensi yang cukupitinggiikarenaikehilanganiterhadap perkolasixdapat 
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dikurangi serta airnya dapat diberikanisecara merata. Sistemxirigasi 

bertekananidilakukanidengan tigaxcara, iyaitu: 

1) Dilakukan denganigembor. Sistemiini banyak digunakanxdalam 

penanaman palawija sepertixbawang atauisayuran. Sistemiiniidi 

Indonesiaibanyak ditemukanipadaidaerah yangiairnya sangatiterbatas, 

terutamaipada musimikemarau. 

2) Dilakukanidenganispringkler. Caraiiniidi mana air yangxbertekanan 

tinggi dialirkan ke dalam pipa yangiujungnya dipasangixnozzle. 

3) Dilakukanidengan tetesaniairi (drip irrigation). Sebelumisamax`seperti 

springkleriakanitetapiiirigasiitetesiteresebutidengan mengalirkan airxke 

dalamipipa diimana airnya tidak memancar akan tetapixmenetes. 

Irigasi ini biasanya untuk buah-buahan atau sayur-sayuran yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Pemakaianxairnya lebih efisien dan 

efektif kerana debit dapatidisesuaikaniidenganievapotranspirasi, idan 

tidakiadaiperkolasi diimanaidaerahxbasahihanya bagianidari akar 

tanaman saja. Sistem Springkler dan tetesan airxdi 

Indonesiaiiniibelumidikenalidenganibaik. 

6. Berdasarkanitujuanipengunaan air55 

a. Irigasiipersawahan 

Merupakaniirigasi untukxmemberi airike sawahiatau lahanxtanaman 

lainnya. 
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b. Irigasiitambak  

Merupakan jaringaniirigasi untukimengalirkan air bagixpertambakan. 

Sebagaimanaikita tahuibahwa perikananitambakimemerlukan airxpayau 

yakniicampuraniantaraiair tawariumumnyaisisa air persawahan. Namun 

demikianimakiniintensifnyaipenggunaanipupuk kimiaidan pestisidaxyang 

berlabihan, imaka mutu air tawarnya sangat rendah dan justruimenjadi 

racunibagiiikan diitambak. Karena itu dibangunlahiirigasixkhususiuntuk 

pertambakan. 

7. Irigasiimikro56 

DiiIndonesia, pemanfaataniair untukipembangunan pertanianxmenempati 

urutanipertama, mencapaii75%. Air untukipertanian sebagianxbesariberasal 

dariiair irigasi danidigunakaniuntuk mengairiilahanisawah. Pengairanipada 

lahanikeringimasihisangat terbatas, pada haliupaya ini pentingxuntuk 

meningkatkaniproduktivitas lahan. Irigasi mikro dapat menjadi pilihan untuk 

meningkatkaniproduktivitasilahan kering. Sistemiirigasi inixhanya 

mengaplikasikaniair disekitariperakaranitanaman. Ada beberapaxjenis irigasi 

mikro, iyaitu irigasiitetes (dripiirrigation), imicrospray, danxmini-sprinkler. 

Masing-masingijenis irigasi tersebut dapat dibedakanxberdasarkan tipeioutlet 

atauipengeluaraniair yang digunakan, iyaitu: (1) irigasi tetes, meneteskanxair 

melaluiipipa berlubang dengan diameterikecil atauisangatikecil, (2) xmicro-

spray, mencurahkan air di sekitar perakaran dengan diameterxpembasahan 1-4 
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m, dani (3) imini-sprinkler, imencurahkan air di sekitarxperakaranidengan 

diameteripembasahanihinggai10m. 

a. Keuntunganisistem irigasixmikro 

Irigasiimikro memberikan beberapa keuntunganantara lain hematxair, 

laju aliranirendah, dapat dilakukan bersamaanidengan pemupukan, idan 

dapatiditerapkanipadaiberbagaiitopografi lahan. Penggunaaniirigasixmikro 

karenaiair didistribusikan secaraiperlahan pada daerah perakaranxtanaman. 

Iniiberbedaidenganiirigasi permukaaniyang membutuhkaniair cukup 

banyakiuntukimembasahiilahan. iLajuialiran airijuga lebihxrendah 

disbanding irigasiipermukaanikarena tekanan pengalirannyaxhanya 1-2 

kg/cm2. iKeuntunganilainnya adalahipetani dapat sekaligusxmelakukan 

pemupukanibersamaanidenganipengairan. Irigasiimikro dapat diterapkan 

pada berbagai topografi lahan, mulai dari lahan datar, xbergelombang 

hingga berbukit. Di balik keuntungan tersebut, dalam menerapkan irigasi 

mikro petani kadang menghadapi beberapaimasalah, sepertixlubang 

emitteri (penetes) iseringitersumbatitanah, lumutiatauikotoranilainiyang 

terbawaialiraniair. Kotoranitersebut perlu segera dibersihkanxkarena dapat 

mengganggu kelancaran aliran air ke daerahxperakaran tanaman. 

Membersihkannya cukup mudah, yaitu dengan memasukkanxlidi, 

potongan bambu atauibenda logam seperti peniti ke dalamxlubang yang 

tersumbat. Karenaiukurannya sangatikecil perluiketelatenanidalam 

membersihkanilubang yangitersumbat.57 
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b. Pengembanganiirigasiimikro 

BalaiiBesar Pengembangan MekanisasiiPertanian telah mengujixcoba 

irigasi tetes diiSerpong pada tanaman cabaiidan jagungimanis. Untuk 

irigasi curah diuji cobaipada tanaman cabaiimencapai 89% daniuntuk 

jagungi88%. Denganihasilitersebutimakaipenggunaan irigasixtetes untuk 

tanamanicabaiidan jagung tergolong baik. Pada irigasi curah, keseragaman 

curahan mencapai 89,9% atau juga termasuk kategori baik. xPenerapan 

irigasi mikro di lahan kering memerlukan investasi awal yang mahal. Oleh 

karenaiitu, untuk mengurangi baban petani, pemerintah hendaknyaxdapat 

berperanidalam pendampingan dan penguatan kelembagaanxpenting 

karena dengan kelembagaaniyang kuat, ipengelolaan irigasiimikroidapat 

lebihibaik.58 

 

B. Pengaturan SaluraniIrigasiidiiIndonesia  

Irigasiiadalah menyalurkan air melalui saluran-saluranipembawa kextanah 

pertanian dan setelah air tersebut diambil manfaat sebersarxbesarnya 

menyalurkannya ke saluran-saluran pembuangan terus ke sungai. xBerikut 

beberapa pengaturan saluranxirigasi dixIndonesia:59 

1. Undang-Undangx 

Undang-UndangiNomor 17iTahuni2019itentang Sumber DayaxAir 

 
58 Ibid  
59 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Modul Peratura Perundang-

Undangan di Bidang Irigasi: Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air dalam Rangka 

Pelatihan Teknis Instruktur PTGA, 2019.  
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Undang-undangiNo. 17iTahuni2019iinixsebagai penggantiiUndang-undang 

No. i11iTahuni1974 tentangiPengairan yangidiberlakukanikembaliissetelah 

Undang-undangiNo.7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Airitidak 

diberlakukanioleh MahkamahiKonstitusiiTahuni2015. 

Pengelolaansumberidaya air dilakukan dengan menerapkan asasikemanfaatan 

umum, keterjangkauan, ikeadilan, keseimbangan, kemandirian, xkearifan 

lokal, wawasanilingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan 

keserasian, transparansiidan akuntabilitas.60 

Pengaturanisumber dayaiairibertujuan untuk: 

a. Memberikanipelindungan danimenjaminipemenuhan hak rakyat atasxair 

b. Menjaminikeberlanjutan ketersediaan air danisumberiair agarxmemberikan 

manfaatisecaraiadil bagixmasyarakat 

c. Menjaminipelestarian fungsiiairidan sumber air untukimenunjang 

keberlanjutanipembangunan 

d. Menjaminiterciptanyaikepastianihukum bagi terlaksananyaipartisipasi 

masyarakatidalamipengawasaniterhadap pemanfaatan sumber daya air 

mulaiidariiperencanaan, ipelaksanaan, dan evaluasixpemanfaatan 

e. Menjaminipelindunganidanipemberdayaanimasyarakat.termasuk 

masyarakatiadat dalamiupayaikonservasi airidan sumberiair 

f. Mengendalikanidayairusak airisecara menyeluruh yang mencakupxupaya 

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.61 

2. Instruksi Presiden62  

 
60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  
61 Ibid  
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InstruksiiPresiden Nomor 2iTahun 1984 tentangiPembinaaniPerkumpulan 

PetaniiPemakaiiAir iP3A) 

Menginstruksikani: 

a. MenteriiDalamiNegeriimemberiipetunjuk-petunjukikepadaiGubernur 

Kepala Daerah Tingkat I dalam usaha untuk membina danxmendorong 

terbentuknyaiPerkumpulan Petani Pemakai Air di Daerah masing-masing. 

b. Menteri Pekerjaan Umum melakukan pembinaan dalam eksploitasi irigasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat petak tersier, guna 

terselenggaranya pengelolaan air secara tepat guna, berdaya gunaxdan 

berhasil guna 

c. Menteri Pertanian melakukanipembinaan dalam pemanfaatan air secara 

adil dan tepat dan di tingkat petak kwarter dengan memperhatikanxfaktor 

tersedianya air sesuai dengan kebutuhan usaha tani dan aspirasi 

masyarakat setempat 

3. PeraturaniMenteri63  

a. Permen PUPR No. 8/PRT/M/2015 tentangiGarisiSempadan Irigasi  

Maksud: 

Sebagai acuan bagi Pemerintahipusat, pemerintahidaerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan tentang 

penetapan garis sempadan jaringan irigasi guna pengamananijaringan 

irigasi. 

 

 
62 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan  
63 ibid  
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Tujuan: 

Untukimemberikan arahan kepada Pemerintah pusat, pemerintahidaerah 

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, 

perseorangan, badan usaha dan/atau badan sosial dalam menetapkan garis 

sempadan jaringan irigasi dan tertib penatausahaan administrasi barang 

milik negara/barang milik daerah, atau pemilik barang lainnyaxguna 

menjagaikelangsungan fungsiijaringan irigasi. 

Lingkup Penetapan GarisiSempadan Jaringan Irigasi (GSJI): 

1) Untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh 

aktivitas yang berkembang dixsekitarnya 

2) Berlaku untukijaringan irigasiiyang akan dibangun maupun yangxtelah 

dibangun 

3) Untuk jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintahxmaupun 

jaringan irigasiiyang dibangun oleh pihak lainx (Perseorangan, Badan 

Usaha, Badan Sosial). 

b. Permen PUPR No.11/PRT/M/2015 tentang E&P Rawa IrigasixPasut64  

Permen PUPR ini mengatur Penyelenggaraan kegiatan Operasixdan 

Pemeliharaan Irigasi Rawa Pasang Surut. Peraturan Menteri ini 

dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintahxdaerah 

provinsi, pemerintah daerahikabupaten/kota, pengelola jaringanxreklamasi 

rawaipasangisurut, dan perorangan dalamxmenyusun: 

 
64 Ibid  
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1) Pedoman rinci eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasixrawa 

pasang surut di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang 

menanganiieksploitasiidanipeeliharaanijaringanireklamasi 

rawaxpasangisurut. 

2) Manualieksploitasiidanipemeliharaan jaringan reklamasi rawaxpaang 

surut untuk petugasipengamat pengairan. 

3) Manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang 

surut untuk juru pengairan. 

RuangilingkupiPeraturaniMenteri iniimeliputi pelaksanaan kegiatan:  

1) Operasiijaringanireklamasiirawaipasangisurut 

2) Pemeliharaanijaringanireklamasiirawaipasangisurut 

3) Pemantauanidanievaluasipelaksanaanioperasiidanipemeliharaan 

jaringanireklamasiirawaipasang surut 

4) Kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaksana operasixdan 

pemeliharaanijaringanireklamasi rawaipasangisurut 

5) Pembiayaanioperasiidan pemeliharaanijaringan reklamasi rawaipasang 

surut.65 

Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 tentangiEksploitasi 

danxPemeliharaan Irigasi66. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai acuan 

bagi Pemerintah Pusat, pemerintahidaerahiprovinsi, danipemerintah 

daerahikabupaten/kotaidalam melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi. iPeraturan tersebut juga bertujuan agar pengelola irigasi 

 
65 Permen PUPR No.11/PRT/M/2015 tentang E&P Rawa Irigasi Pasut  
66 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan 
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mampu melaksanakan kegiatanieksploitasi dan pemeliharaan jaringan 

irigasiisecaraiefektif dan efisien. 

c. PermeniPUPRiNo.14/PRT/M/2015itentang Kriteriaidan PenetapanxStatus 

DaerahxIrigasi67  

Maksud: 

PeraturaniMenteri ini dimaksudkan sebagaiiacuan bagi PemerintahxPusat, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kotaxdalam 

melaksanakanipengembangan danipengelolaan sistemxirigasi. 

Tujuan: 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaminxterselenggaranya 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsixuntuk 

mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkanxproduksi 

pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional danxkesejahteraan 

masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkanimelalui keberlanjutan 

sistemiirigasi. 

d. PermeniPUPR No. 16/PRT/M/2015 tentangiE&P Irigasi RawaiLebak68  

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam 

menyusun: 

1) Pedomanirinci ekspolitasi dan peeliharaan jaringan irigasi rawa lebak 

di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang menangani 

ekspolitasi danipemeliharaan jaringan irigai rawa lebak. 

 
67 Ibid  
68 Ibid  
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2) Manual eksploitasi dan pemeliharaanijaringaniirigasiirawailebakiuntuk 

petugasipengamatipengairan. 

3) Manualieksploitasiidan pemeliharaan jaringaniirigas rawa lebak untuk 

juruipengairan. 

Peraturan ini bertujuan agar BBWS/BWS mampu melaksanakan 

ekspolitasiidan pemeliharaanijaringan irigasi rawa lebak secaraiefisien dan 

efektif. 

e. Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentangiKomisi Irigasi69  

Lataribelakang: 

Perlunya wadah koordinasi pengelolaan irigasi untuk mewujudkan 

Pengembangan daniPengelolaan Sistem Irigasi (PPSI). 

TujuaniKomisiiIrigasi: 

Mewujudkan lembaga koordinatif dalam PPSI yang demokratis, 

transparan, ibertanggungijawabidanimengutamakan petani. 

Ruangilingkupipengaturan: 

1) Kedudukan, iwilayahikerja, tugasidanifungsi 

2) Susunaniorganisasi, keanggotaanidanitataikerjaikomisiiirigasi 

3) Hubunganikerjaiantariwadahikoordinasi 

TugasidaniFungsiiKomisiiIrigasi: 

1) TugasiKomisi Irigasi70 

Membantuigubernur/iBupati/iWalikotaidalam: 

 
69 Ibid  
70 Ibid  
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a) Merumuskanirencana kebijakan untuk mempertahankanidan 

meningkatkanikondisiidanifungsiiirigasi 

b) Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan 

pemberianiair irigasi yangefisien bagiipertanian danikeperluanxlain 

c) Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaaniirigasi 

melaluiiforum musyawarahxpembangunan 

d) Memberikan pertimbanganimengenai izinialih fungsixlahan 

beririgasi 

e) Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan olehxdinas 

instansi terkait dengan mempertimbangkanidata debit airxyang 

tersediaipadaisetiap daerahiirigasi, ipemberianiair serentakxatau 

golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagianxdan 

pemberianxair 

f) Merumuskanirencana pemeliharaanidan rehabilitasiijaringan irigasi 

yang meliputiiprioritas penyediaan dana, pemeliharaan, xdan 

rehabilitasix 

g) Memberikanimasukan dalam rangka evaluasi pengelolaaniaset 

irigasi 

h) Memberikanipertimbangan dan masukan atas pemberianiizin 

alokasiiair untuk kegiataniperluasan daerahlayananijaringaniirigasi 

danipeningkatanijaringaniirigasi 
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i) Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk 

irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepadaibadaniusaha, 

badan sosial, ataupuniperseorangan 

j) Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi 

permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan 

akibatibencanaialam lain; memberikan masukan danipertimbangan 

dalamiprosesipenetapaniperaturanidaerahitentangiirigasi 

k) Memberikanimasukan dan pertimbanganidalam upaya menjaga 

keandalanidanikeberlanjutanisistem irigasi 

l) Melaporkanihasilikegiatanikepadaigubernur/bupati/walikota 

mengenaiiprogram daniprogres, masukaniyangidiperoleh, iserta 

melaporkanikegiatan yangidilakukaniselama 1 (satu) itahun. 

2) FungsiiKomisiiIrigasi71  

Menyelenggarakanifungsiikoordinasiiantaraipemerintahiprovinsi, 

komisiiirigasiikabupaten/kotaiperkumpulanipetaniipemakaiiairitingkat 

daerahiirigasi, danipenggunaijaringaniirigasiiuntukikeperluan lainnya. 

f. Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 tentangiE&PIrigasiiTambak72  

Maksud: 

Sebagaiiacuan bagi pemerintahipusat, pemerintahidaerahiprovinsi dan 

pemerintahidaerah kabupateniatau kota dalam menyusunimanual 

eksploitasidan pemeliharaan jaringan irigasi tambak. 

Tujuan: 

 
71 Ibid  
72 Ibid  
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Menjaminiterselenggaranyaieksploitasi dan pemeliharaan jaringaniirigasi 

tambakisecara efissienidaniefektif. 

Ruangilingkup: 

1) Operasiijaringaniirigasiitambak 

2) Pemeliharaanijaringaniirigasiitambak 

3) Partisipasiimasyarakati 

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan 

jaringaniirigasiitambak 

5) Kelembagaanidaniorganisasiipelaksanaioperasiidanipemeliharaan 

jaringaniirigasiitambak 

6) Pembiayaan operasiidanipemeliharaanijaringaniirigasiitambak 

g. PermeniPUPRiNo. 23/PRT/M/2015itentangiPengelolaaniAsetiIrigasi73 

Kegunaaniumum: 

1) Untukimencapaiistrategiijangkaipanjangiyangipalingiefektifi(ditinjau 

dariisegiibiaya) iuntuk mencapai tingkat pelayanan tertentu 

2) Memberikanigambaraniyangijelasikepada organisasiidan useritentang 

implikasiifinansialidariipenyediaanipelayanan padaitingkatitertentu. 

Kegunaanibagiimasyarakat: 

1) Kesempataniberpartisipasiidalamibagianipekerjaanitertentu 

2) Meningkatkanirasaimemiliki 

3) Kesempatanimenumbangkanipemikiranidanigagasan 

 
73 Ibid  
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4) Mendapatkanigambaraninyataikondisiilapanganidenganiikutiserta 

penelusuran 

5) Ikutimelaksanakanidesainipartisipatif. 

KegunaanibagiiKomisiiIrigasi:74 

1) Mendapatkanibahanipenyusunanidanipelaksaaanikoordinasi 

perencanaanipengelolaaniirigasiipartisipatif 

2) Mendapatkanibahaniuntukimerumuskanikebijakanimempertahankan 

danimeningkatkanikondisiidanifungsiijaringaniirigasi 

3) Mendapatkanibahaniuntukimerekomendasiiprioritasialokasiidana 

pengelolaaniirigasiiusulaniP3A 

KegunaanibagiiInstansiiTeknis:  

1) Mendapatkanibahanipenyusunanirenstraipengelolaaniirigasi 

pertisipatifidanipemberdayaaniP3A 

2) Memfasilitasiikegiatanipembinaani&ipengembanganiP3AipdisuatuiDI 

3) Untukimendapatkanibahanigunaipenyusunaniprogramikerja 

pengelolaaniirigasiipartisipatif 

4) Bahanipertimbanganigunaimenjagaidanimeningkatkanikondisiifisik 

dan fungsi jaringan irigasi 

5) BahanipenetapaniAKNPI dan/atauiAKNOP 

6) Bahanipertimbanganigunaipeningkatanipelayananikebutuhaniairibagi 

P3A 

 
74 Ibid  
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7) Bahanipenetapan kerjasama pengelolaan irigasi di antara instansi 

daerahiygiterkait 

8) Untukipenyusunanidanipelaksanaanikegiatanimonitoringidanievaluasi 

kinerjaipengelolaaniirigasiipartisipatifidanipemberdayaaniP3A. 

h. PermeniPUPRiNo. 29/PRT/M/2015itentangiRawa75  

Padaibab 1iKetentuaniUmumiPasal 1 menunjukkanibahwairawaiadalah 

wadahiair beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang 

secara terusimenerusiatauimusiman, terbentuki secaraialamiidiilahaniyang 

relative datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan 

ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Penguasaan rawa 

oleh negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintahidaerahiprovinsi, 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan wilayahxsungai. 

Pelaksanaan penguasaan rawa yang dilakukan oleh PemerintahiPusat, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerahikabupaten/kota 

dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenanganipengelolaanisumber dayaiair. 

i. PermeniPUPRiNo.30/PRT/M/2015itentangiPengembanganidan 

PengelolaaniSistemiIrigasi76 

Maksud: 

Sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintahidaerahiprovinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat 

 
75 Ibid  
76 Ibid  
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petani/P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna jaringan irigasi lain dalam 

melaksanakanipengembanganidan pengelolaanisistemiirigasi. 

Ruangilingkup:77 

1) Prinsipipengembanganidanipengelolaanisistemiirigasi 

Pengembanganidanipengelolaanisistemiirigasiidilaksanakanidengan 

prinsipisatuisistemiirigasiisatuikesatuanipengembanganidan 

pengelolaan, denganimemperhatikanikepentingan pemakaiiairiirigasi 

danipenggunaijaringaniirigasiidiibagianihulu, iengah, idanihilirisecara 

selaras. 

2) Kelembagaanipengelolaaniirigasi 

Pengembanganidanipengelolaanisistemidiselenggarakanisecara 

partisipatif, iterpadu, idaniberwawasan lingkunganihidup, itransparan, 

akuntabel, idaniberkeadilanidenganimengutamakaniperanimasyarakat 

petani/P3A/GP3A/IP3A.Partisipasiimasyarakatipetaniidapat disalurkan 

melaluiiperkumpulanipetaniipemakaiiairidiiwilayahikerjanya. 

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3Aidilaksanakaniuntuk 

meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan 

kemampuanimasyarakatipetani/P3A/GP3A/IP3Aidalam 

rangkaimewujudkaniefisiensi,efektivitas,danikeberlanjutanisistem 

irigasi.78  

3) Wewenangidanitanggungijawab79 

 
77 Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi  
78 Ibid  
79 Ibid  
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a) Menyusunipokok-pokokikebijakanipengembanganidan 

penengelolaanisistemiirigasi 

b) Memfasilitasiipenyelesaian sengketaiantar provinsiidalamiPPSI 

c) MenetapkaniNSPKiPPSI  

d) Menjagaiefektivitas, iefisiensi, idaniketertibanipelaksanaaniPPSI 

primer dan sekunder pada DI yang luasnya > 3.000 ha, lintas 

provinsi, lintas negara, dan strategis nasional  

e) MemberikanibantuaniteknisidalamiPPSI kpd pemda Provinsiidan 

Kab/Kota 

f) Memberikanibantuan kepadaimasyarakat petaniidalam PPSIiyang 

menjadi tanggung jawabnya atas permintaannya berdasarkan 

prinsip kemandirian  

g) Memberikan ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, 

dan/atau pembongkaranibangunan dan/atauisaluran irigasiipada 

jaringaniirigasiiprimeridanisekunderikepadaikewenanganipusat  

h) Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologiibidang 

irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepadaimasyarakat 

petani. 

4) Koordinasi pengelolaan sistemiirigasi 

Pemberdayaan, ipartisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3Aidalam 

pengembangan dan pengelolaan sistemiirigasi, syarat danitatailaksana 

partisipasi 
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5) Pemantauanidanievaluasiidalamipengembanganidanipengelolaan 

sistemiirigasi.80 

 

 

 

 

 
80 Ibid  
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BABiIIIi 

PENEGAKANiHUKUMiTERHADAPiPENDIRIiBANGUNANiLIARiDI 

ATASiTANAHiSALURANiIRIGASI 

 

A. Penegakan Hukum terhadap Pendiri Bangunan Liar di AtasiTanah 

SaluraniIrigasi 

Bangunaniliar adalah bangunan yang didirikan secara tidak sah atauitanpa 

memperoleh izinimembanguniatau yang didirikan diiatasitanahibukanimilik 

sendiri.81 Pada praktiknya, pemerintah kota maupun pemerintah Kabupatenitelah 

berupaya untuk dapat menanggulangi adanya bangunan liar namunisampai 

sekarang masih banyak bangunan liar yang baru meskipunitelah dilakukan 

sosialisasi terkait dengan larangan bangunan liar atauibangunan yangitidak 

memiliki izin dan bangunan yang dibanun di tempat yang tidakiseharusnya seperti 

di atas tanah saluran irigasi. Apabila melihat peraturan tentangipengendalian 

pendirian bangunan pada garis sempandan jaringan irigasi, maka tiap orang 

dilarang untuk menempatkan atau membangun seluruhiatau ssebagianibangunan 

apapun termasuk pagar-pagaritetap atau permanen, memperbaruhi seluruhnya atau 

sebagian dalam batas garis sempadan. Adanyaiperaturan tersebutimenunjukkan 

bahwa siapapun tidak boleh untuk membangunibangunan apapun di atasitanah 

saluraniirigasi.  

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwaiirigasiiadalahiusaha 

penyediaan, ipengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjangipertanian 

 
81 Bella Suci Ramadhani dan Febri Yuliani, Implementasi Penertiban Bangunan Liar di 

Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun, JOM FISIP Volume 1 No 2 Oktober 2014.  



46 
 

yang jenisnyaimeliputiiirigasi permukaan, iirigasi rawa, iirigasi airibawahitanah, 

irigasiipompa, daniirigasiitambak. Terdapat beberapaibangunanipadaisaluran 

irigasi, antarailain:82 

1. Bangunaniutama  

Bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran airiuntuk 

membelokkan air kedalam jaringan saluran, agar dipakai untukikeperluan 

irigasi, terdiri dari: bangunanipengelak dengan peredamienergi, ipengambilan 

utama, pintu bilas, kolam olak, kantong lumpur, tanggulibanjir, ibangunan 

pelengkap lainnya. Bangunan utama dapat diklasifikasikanikedalamisejumlah 

kategoriitergantungipadaiperencanaannyaiyaitu: 

a. Bendungiatauibendungigerak 

1) Bendung (weir), bendungigerak (barrage) idipakaiiuntukimeninggikan 

muka air sungaiisampai pada ketinggian yang diperlukan agariairidapat 

dialirkanike saluran irigasiidanipetakitersier.  

2) Ketinggianiituiakanimenentukaniluasidaerahiyangidiairi.  

3) BendungiGerak: iBangunan yangidilengkapiidenganipintu yangidapat 

dibuka untukimengalirkan air pada waktu terjadi banjiribesaridan 

ditutupibila airikecil. 

4) Bendung, merupakan bangunan yang umum dipakai diiIndonesia, 

untukimembelokkan airisungai kesaluraniirigasi gunaikeperluaniirigasi. 

b. Pengambilanibebas  

 
82 Edijatno dan Soekibat Roedy Sosanto, Irigasi dan Bangunan Air, (Surabaya: 

Laboratorium Keairan dan Teknik Pantai Departemen Teknik Sipil FTSLK-ITS, 2018), hal 7. 
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Bangunan yang dibuat ditepi sungaiiyangimengalirkaniairisungai 

kedalamijaringaniirigasiitanpaimengaturitinggiimukaiairidiisungai. iDalam 

keadaanidemikianijelasibahwaimukaiairisungaiiharusilebihitinggiidari 

daerahiyangidiairiidanijumlahiairiyangidibelokkanidapatidijaminicukup. 

c. Pengambilanidariiwaduk 

Waduki (iReservoir) digunakaniuntukimenampung airiirigasiipada 

waktuiterjadiisurplusiairidiisungaiiagar dapat dipakaiisewaktu-waktu 

terjadiikekurangan air. Fungsiiutama waduk adalahiuntuk mengaturialiran 

sungai, sedangkan waduk yang berukuran besarisering memilikiibanyak 

fungsiiseperti, iirigasi, iPLTA, ipengendali banjir, iperikanan, airibaku.  

d. Stasiunipompa 

Irigasi dengan pompaibisa dipertimbangkaniapabilaipengambilanisecara 

gravitasi tidakibisaidilakukan. 

2. Saluranipembawaidi jaringaniirigasi83 

a. Saluraniirigasiipadaijaringaniirigasiiutama 

1) SaluraniPrimer membawa airidariijaringan utamaikesaluranisekunder 

danikeipetak-petakitersieriyangidiairi  

2) Batasiujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yangiterakhir 

3) Saluranisekunder, imembawaiairidari saluran primer keipetak-ipetak 

tersieriyangidilayaniiolehisaluranisekunderitersebut  

4) Batasiujungisaluran iniiadalah padaibangunanisadapiterakhir.  

b. Saluraniirigasiipadaijaringan irigasi tersier  

 
83 Ibid  
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1) Saluran tersier membawa air dariibangunanisadapikeipetakitersierilalu 

kesaluranikuarter  

2) Batasiujungisaluraniiniiadalahiboks bagiitersieriyangiterakhir  

3) Saluran kwarterimembawa air dari boks bagiitersier keiboksibagi 

kuarter  

3. Saluranipembuang84 

a. Jaringanisaluranipembuangitersier 

1) Saluranipembuangikuarteriterletakididalamisatuipetakitersier, 

menampungiairilangsung dari sawah danimembuangiairitersebut 

kedalamisaluranipembuangitersier 

2) Saluranipembuangitersieriterletakidiantaraipetak-petakitersieriyang 

masuk dalam unitiirigasiisekunderiyangisamaidanimenampungiairibaik 

dari pembuangikuarterimaupun dariisawah-sawahiairitersebutidibuang 

kedalamijaringanipembuangisekunder.  

b. Jaringanipembuangiutama  

1) Jaringan pembuangisekunderimenampungiair dariijaringanipembuang 

tersieridanimembuangiairitersebut keipembuangiprimeriatauilangsung 

kejaringanipembuangialamiahidanikeluaridaerahiirigasi. 

2) Saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang 

sekunder keluar daerah irigasi. Pembuang Primer sering berupa saluran 

pembuang alamiah yang mengalirkan kelebihan air tersebut ke sungai, 

anak sungai atau ke laut. 

 
84 Ibid  
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4. Bangunanibagi/ bagi-sadap/sadap85 

Bangunanibagi/bagi-sadap/sadapipadaijaringan irigasi teknisidilengkapi 

denganipintu danialat ukuridebit untuk memenuhiikebutuhaniair irigasiisesuai 

jumlahidebitiyangidirencanakan. Tetapiipadaikeadaanitertentuiseringidijumpai 

kesulitan-kesulitanidalam operasiidan pemeliharaan (OP) isehinggaimuncul 

usulan systemiproporsional, yaituibangunanibagi danisadap tanpaipintu dan 

alatiukuritetapiidenganisyarat-syaratisebagaiiberikut: 

a. Elevasiiambang ke semuaiarahisaluraniharusisama 

b. Bentukiambangiharusisamaiagarimemilikiikoefisienidebitiyangisama.  

c. Lebaribukaaniproporsionalidenganiluas areaisawahiyangidiairi.  

Namunidisadariibahwaisistemiproporsionalitidakibisaiditerapkanipada 

daerahiirigasiiyangimelayaniilebihidariisatuijenisitanamanidariipenerapan 

sistemigolongan. iUntukiituikriteriaiiniimenetapkaniagar tetapimemakaiipintu 

dan alat ukur debit dengan memenuhi tiga syarat proporsionaliyaitu:  

a. Bangunanibagi/bagi-sadapiterletakidi saluran primer dan sekunder pada 

suatuititikicabangidaniberfungsiiuntukimembagi aliraniantaraiduaisaluran 

atauilebih. 

b. Bangunanisadapitersierimengalirkaniairiirigasiidariisaluraniprimer/sekuner 

keisaluranitersieripenerima. 

c. Bangunanibagi/sadapimungkiniuntukidigabungimenjadiisatuirangkaian 

bangunan.  

 
85 Ibid  
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d. Boks-boksibagiidiisaluran tersieridapatimembagiialiraniuntuk dua saluran 

atauilebihi (tersier, subtersieridan/atauikuarter). 

5. Bangunan-bangunanipengukuridanipengatur86 

Aliraniakanidiukuripadaibagian hului (udiki) isaluraniprimer, idiicabang 

saluran jaringan primer danidiibangunanisadapisekunderimaupunitersier. 

Sesuaiidengan KP 01 Bangunaniukur dapatidibedakanimenjadi bangunaniukur 

aliraniatasibebas (free overflow) dan bangunan ukur alirah bawah (underflow). 

Beberapa dari bangunanipengukur dapatijuga dipakaiiuntukimengatur aliran 

air. 

Tabel 3.1 

Alat Ukur Jaringan Irigasi KP-01 

 

Tipe Mengukur dengan Mengatur 

Bangunaniukuriambangilebar  Aliraniatas Tidaki 

Bangunaniukuriparshall Aliraniatas Tidaki 

Bangunaniukuricipoletti Aliraniatas Tidaki 

Bangunaniukur romijin Aliraniatas Yai 

Bangunan ukur crump-de gruyter Aliranibawah Yai 

Bangunanisadapipipaibawah Aliran bawah Yai 

Constant-head oriflace (CHO) Aliranibawah Yai 

Cut throat flume  Aliraniatasi Tidaki 

Sumber: 87 

Untukimemudahkanioperasiidanipemeliharaanibangunaniukuriyang 

dipakai di sebuah jaringan irigasi hendaknya tidak terlalu banyak, dan 

 
86 Ibid  
87 Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi KP-01 
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diharapkanipulaipemakaianialat ukur tersebut dapatibenar-benarimengatasi 

permasalahaniyangidihadapiiolehipetani. 

6. Bangunanipengaturimukaiair88 

Bangunanbangunanipengaturimukaiairiberfungsiiuntukimengatur/mengontroli

mukaiair dijaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan agar 

dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadapitersier. 

Bangunan pengatur mempunyai potongan pengontrol aliran yang dapat 

disetel/diatur atau tetap. Untuk bangunan-bangunan pengatur yang dapat 

disetel/diatur dianjurkan untuk menggunakan pintu (sorong) radial atau yang 

lainnya. Bangunan-bangunan pengatur diperlukan pada tempat-tempat dimana 

tinggi muka air pada saluran dipengaruhi oleh bangunan terjun atau got miring 

(chute). Untuk mencegah perubahan muka air disaluran dipakai mercu tetap 

atau celah control trapezium (trapezoidal notch). Bangunanipembawa89  

Bangunan-bangunanipembawaimembawaiair dari ruas hulu ke ruas hilir 

saluran. iAliran yang melalui bangunan ini bisa superkritisiatauisubkritis. 

a. Bangunanipembawaidengan aliranisuperkritis 

Bangunanipembawa dengan aliran tempat di mana lerengimedannya 

maksimum saluran. Superkritisidiperlukan diitempat lebihicuramidaripada 

kemiringanimaksimal saluran. (Jika di tempat dimanaikemiringan 

medannya lebihicuram dari padaikemiringanidasar saluran, maka bisa 

terjadiialiran superkritisiyangiakan dapatimerusak saluran. Untuk itu 

 
88 Edijatno dan Soekibat Roedy Sosanto  
89 Ibid  
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diperlukanibangunaniperedam). Jenis-jenis bangunan pembawaiantara 

lain: 

1) Bangunaniterjun 

Denganibangunaniterjun, menurunnyaimukaiairi (danitinggiienergi) 

dipusatkanidiisatuitempatiBangunan terjunibisaimemiliki terjun tegak 

atau terjun miring. Jikaiperbedaanitinggiienergi mencapai beberapa 

meter, makaikonstruksiigot miring perluidipertimbangkan. 

2) Gotimiring  

Daerah gotimiringidibuat apabilaitrase saluranirnelewatiiruasimedan 

denganikemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaanitinggiienergy 

yangibesar. Got miring berupa potongan saluran yangidiberiipasangan 

(lining)denganialiranisuperkritis, idaniumurnnyaimengikutiikemiringan 

medanialamiah. 

b. Bangunanipembawaidenganialiranisubkritisi (bangunan silang)90 

1) Gorong-gorongii 

Gorong-gorongidipasangidiitempat-tempatidiimanaisaluranilewatidi 

bawahibangunani (jalan, relkereta api) atauiapabilaipembuang lewatidi 

bawahisaluran. Aliranidiidalamigorongigorongiumumnya aliranibebas. 

2) Talang 

Talangidipakai untuk mengalirkaniair irigasi lewatidiiatasisaluran 

lainnya, isaluranipembuang alamiahiatauicekunganidanilembah-

lembahi, Aliranidiidalamitalangiadalahialiranibebas. 

 
90 Ibid  
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3) Sipon  

Siponidipakaiiuntuk mengalirkan air irigasi denganimenggunakan 

gravitasiidi bawahisaluran pembuang, icekungan, anak sungaiiatau 

sungaiiSiponijuga dipakai untukimelewatkan air di bawahijalan, ijalan 

kereta api, atau bangunan-bangunan yang lain. Sipon merupakan 

saluranitertutupiyangidirencanakan untuk mengalirkaniairisecaraipenuh 

danisangatidipengaruhiioleh tinggiitekan. 

4) Jembatanisipon  

Jembatanisiponiadalahisaluranitertutupiyangibekerjaiatasidasaritinggi 

tekan dan dipakai untuk mengurangiiketinggianibangunanipendukung 

diiatasilembahiyangidalam. 

5) Flumei 

Tipeiflumiyangidipakai untuk mengalirkan airiirigasi melaluiisituasi-

situasi medan tertentu, imisalnya:91 

a. Flum tumpu (bench flume), untukimengalirkan air diisepanjang 

lerengibukitiyangicuram  

b. Flumielevasi (elevated flume), untukimenyeberangkan airiirigasi 

lewat di atas saluranipembuang atau jalan airilainnya  

c. Flumidipakai apabilaibatas pembebasan tanahi (right of way) 

terbatasiatauijikaibahanitanahitidakicocokiuntukimembuat 

potonganimelintangisaluranitrapesium biasa.  

 
91 Ibid  
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Flumimempunyaiipotongan melintang berbentuk segi empatiatau 

setengahibulat. Aliranidalam flumiadalahialiranibebas. 

6) Saluraniyangitertutup  

Saluranitertutupidibuat apabila traseisaluran terbukaimelewatiisuatu 

daerah di mana potonganimelintang harus dibuatipada galianiyang 

dalamidengan lereng-Ierengitinggi yang tidak stabil. iSaluranitertutup 

juga dibangunidi daerah-daerahipermukimanidan diidaerah-daerah 

pinggiranisungaiiyangiterkenailuapanibanjir. 

Bentukipotonganimelintang saluran tertutupiatau saluranigali 

danitimbun adalahisegi empat atau bulat. iBiasanya aliran di 

dalamisaluran tertutupiadalah aliranibebas. 

7) Terowongani 

Terowonganidibangun apabila keadaan ekonomi atau anggaran yang 

memungkinkaniuntuk saluran tertutup gunaimengalirkan airimelewati 

bukit-bukitidanimedaniyangitinggi. Biasanya aliran didalam 

terowongan adalah aliran bebas. 

7. Bangunanilindung92 

Bangunan lindung diperlukan untuk melindungiisaluranibaik dariidalam 

maupun dari luar. Dari luar bangunan ituimemberikan perlindunganiterhadap 

limpasan air buangan yangiberlebihanidanidariidalamiterhadapialiranisaluran 

yang berlebihan akibatikesalahanieksploitasiiatauiakibatimasuknyaiairidaniluar 

saluran. 

 
92 Ibid  
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a. Bangunanipembuangisilang93 

Gorong-gorongiadalah bangunan pembuang silangiyangipalingiumum 

digunakanisebagailindungan-luar; lihatijuga pasalimengenaiibangunan 

pembawa. Sipon dipakai jikaisaluran irigasiikecilimelintasisaluran 

pembuangiyangibesar. Dalam hal ini, ibiasanyailebih amanidaniekonomis 

untuk membawa air irigasi dengan sipon lewat di bawahisaluran 

pembuang tersebut. Overchute akanidirencana jika elevasiidasarisaluran 

pembuang di sebelah huluisaluraniirigasiilebihibesaridaripadaipermukaan 

airinormalidiisaluran. 

b. Pelimpahi
94  

Ada tiga tipe lindunganidalam yang umum dipakai, yaituisaluran 

pelimpah, sipon pelimpah danipintuipelimpahiotomatis. Pengaturipelimpah 

diperlukan tepat di huluibangunan bagi, diiujung hilirisaluran primeriatau 

sekunder dan diitempat-tempat lainiyang dianggap perlu demiikeamanan 

jaringan. Bangunan pelimpah bekerjaiotomatisidengan naiknyaimuka air. 

c. Bangunan penggelontorisediman95 

Bangunan ini dimaksudkan untukimengeluarkan endapanisedimen 

sepanjang saluran primer danisekunder pada lokasiipersilanganidengan 

sungai. Padairuas saluraniiniisedimen diijinkanimengendapidanidikuras 

melewatiipintuisecaraiperiodik. 

d. Bangunan penguras96 

 
93 Ibid  
94 Ibid  
95 Ibid  
96 Ibid  
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Bangunan penguras, biasanya dengan pintu yang dioperasikanidengan 

tangan, dipakai untukimengosongkaniseluruh ruasisaluranibilaidiperlukan. 

Untuk mengurangi tingginya biaya, bangunan ini dapat digabung dengan 

bangunan pelimpah. 

e. Saluran pembuang samping 

Aliran buangan biasanya ditampung di saluran pembuang terbuka yang 

mengalir pararel di sebelah atas saluran irigasi. Saluran-saluran ini 

membawa air ke bangunan pembuang silang atau, jika debit relatif kecil 

dibanding aliran air irigasi, ke dalam saluran irigasi itu melalui lubang 

pembuang. 

f. Saluran gendong  

Saluran gendong adalah saluran drainase yang sejajar dengan saluran 

irigasi, berfungsi mencegah aliran permukaan (run off) dari luar areal 

irigasi yang masuk ke dalam saluran irigasi. Air yang masuk saluran 

gendong dialirkan keluar ke saluran alam atau drainase yang terdekat. 

8. Jalan dan Jembatan97 

Jalan-jalan inspeksi diperlukan untuk inspeksi, eksploitasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi dan pembuang oleh Dinas Pengairan. 

Masyarakat boleh menggunakan jalan-jalan inspeksi ini untuk 

keperluankeperluan tertentu saja. Apabila saluran dibangun sejajar dengan 

jalan umum didekatnya, maka tidak diperlukan jalan inspeksi di sepanjang 

ruas saluran tersebut. Biasanya jalan inspeksi terletak di sepanjang sisi saluran 

 
97 Ibid  
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irigasi. Jembatan dibangun untuk saling menghubungkan jalan-jalan inspeksi 

di seberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan 

inspeksiidengan jalaniumum. Perlu dilengkapi jalanipetaniiditingkatijaringan 

tersier dan kuarter sepanjangiituimemangidiperlukanioleh petaniisetempatidan 

dengan persetujuan petani setempat pula, karena banyak ditemukan di 

lapanganijalan petaniiyang rusakiatau tidakiada sama sekaliisehinggaiakses 

petani dariidan ke sawah menjadi terhambat, terutama untuk petak sawahiyang 

palingiujung. 

9. Bangunan pelengkap98 

Tanggul-tanggul diperlukan untukimelindungi daerah irigasi terhadap 

banjir yang berasal dari sungai atau saluranipembuang yang besar. Pada 

umumnya tanggul diperlukan di sepanjang sungai di sebelah hulu bendung 

atau di sepanjangisaluran primer. Fasilitas-fasilitasioperasional diperlukan 

untuk operasi jaringan irigasi secara efektif dan aman. Fasilitas-fasilitas 

tersebut antara lain meliputi antara lain: kantor-kantoridi lapangan, bengkel, 

perumahan untuk staf irigasi, jaringanikomunikasi, patok hektometer, papan 

eksploitasi, papan duga, dan sebagainya. Bangunan-bangunan pelengkap yang 

dibuat di dan sepanjang saluranimeliputi: 

a. Pagar, rel pengaman dan sebagainya, guna memberikan pengaman 

sewaktu terjadiikeadaan-keadaanigawat 

b. Tempat-tempat cuci, tempat mandi ternak dan sebagainya, untuk 

memberikan saranaiuntuk mencapaiiair diisaluran tanpa merusak lereng 

 
98 Ibid  



58 
 

c. Kisi-kisi penyaring untuk mencegahitersumbatnya bangunan (sipon dan 

gorong-gorong panjang) olehibenda-benda yangihanyut 

d. Jembatan-jembataniuntuk keperluan penyeberangan bagi penduduk.  

e. Sanggar tani sebagai sarana untuk interaksi antar petani, dan antara petani 

dan petugas irigasi dalam rangka memudahkan penyelesaian permasalahan 

yang terjadi di lapangan. Pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi petani setempat serta letaknya di setiap bangunan sadap atau 

offtake.99  

Padaipraktiknya, sering ditemui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

yang menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas tanahiirigasi. Peneriban 

tersebut dilakukan dalam rangka penegakan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Lahan irigasi harus dapat dikembalikan lagi pada fungsinya. Hal tersebut 

dikareakan lahan irigasi sudah menyempit dan banyakisumbatan. Apabilaitidak 

segera dilakukan tindakanilanjut maka akan menimbulkan persoalan baru, salah 

satunya adalah potensi banjir. 

Padaibab V Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umumidan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015itentang Penetapan Garis Sempadan 

Jaringan Irigasi menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu sepanjang tidak 

menganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi 

dapatidimanfaatkan untuk keperluan lain berupa pelebaran jalan dan pembatan 

jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum, 

pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untukikepentingan 

 
99 Ibid  
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umum.100 Pasal tersebut jugaimenunjukkan tentangikonstruksi pembangunanidi 

mana bangunan melintang atau sejajar saluran irigasiipalingisedikitiharuss 

berjarakisatu sampaiidengan duaikali kedalaman air normal diukur dari dasar 

saluran bagi bangunan di bawah saluran atau berjarakidua sampai dengan lima 

kali tinggi jagaan bagi bangunan di atas saluran. Terkait demikian, pendirian 

bangunan baikiberupa pemasangan pipa, pembuatan jembatan tidak boleh 

mengurangi fungsi jaringaniirigasi tersebutisehingga dalamiregulasi yangiada 

menunjukkan pemanfaat ruang sempadan jaringan irigasi juga dihariskan 

membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi dan 

gambar detail bangunan. Pasal 22 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang 

sempadan jaringan irigasi juga harus memperoleh izin dari Menteri, Gubernur 

atau Bupati dan walikota sesuai dengan wewenang yang dimiliki serta harus 

mendapat rekomendasi teknis dari Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 

atau Balai Wilayah Sungai (BWS) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

yang dimiliki.  

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep 

tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai 

atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum 

bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara 

konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam 

 
100 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi  
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kaitannya dengan hukum publik. Hukum publik pemerintah yang bertanggung 

jawabidan menjalankan penegakan hukum sebagai komponenieksekutif. iEksekutif 

dengan birokrasinya sebagai mata rantai untukimewujudkan rencanaiyang 

tercantumidalamiperaturan hukumiyang menanganiibidang-bidang tertentu. ipada 

praktiknya, terdapat beberapa hal pokok dalamipenggunaaniwewenangidalam 

penegakanihukumiadministrasi, iantarailain:101 

1. Legitimasii 

Merupakan kewenangan pengawasan daniwewenang dalamimenerapkan 

sanksi yang harusidilakukanisecaraimutlakibaikiatribusiimaupunikewenangan 

delegasi, isehinggaipemerintahidapatimenggunakaniupayaihukumiperdata.  

2. Instrumeniyuridis 

Dianggapisebagaiijenisijenisisanksiiadministrasiidaniproseduripenerapan 

sanksi. 

3. Normaihukumiadminnistrasi 

Menunjukkanibahwapemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan 

atau menilai dalamimenerapkan sanksiidenganibeberapa pertimbangan. 

4. Komulasiisanksi 

Dapatiditerapkanibersamaisamaibaikieksternalimaupuniinternal. 

a. Komulasiieksternal 

Merupakanisanksiiasministrasiiditerapkanibersamaisamaisanksiilain, 

sepertiisanksiipidanaimaupuniperdata. 

b. Komulasi internal 

 
101 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017), hal 14.  
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Merupakanidua atau lebih sanksi administrasi dapatiditerapkanisecara 

bersama-sama102 

PermeniPUPRiNomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapatisanksi 

yang ditetapkan bagi pelanggar atau pemilik bangunan liar yangimendirikan 

bangunan di atas tanah saluran irigasi. Terdapat pencabutan izin pemanfaatan 

ruang sempadan apabila dianggap tidakisesuaiidenganiaturaniyangiditetapkanibaik 

fungsiimaupun pembangunanikonstruksi. Apabilaiterdapat pihak yangidengan 

sengaja mendirikan bangunan di atas saluran irigasi makaidianggapimelanggar 

regulasi yang ada. Lebih lanjut Pasal 27 PeraturaniMenteri PekerjaaniUmum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PPT/M/2015itentang Penetapan 

Garis Sempadan Jaringan Irigasi menyebutkan bahwa penertiban ruangisempadan 

jaringan irigasi dilakukan dengan tahapan sosialisasi, peringatan, teguran dan 

perintah bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya 

penertiban dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten atau kota di mana beberapa beberapa pihakitersebut 

dapat membentukitim terpadu dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur isntansi 

yang menangani urusan pemerintah di bidang pertanahan, bidang irigasi dan 

bidangikeamanan.103  

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 

tentangiIrigasiimenunjukkanibahwa:104 

 
102 Ibid  
103 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 08/PPT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi  
104 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi  
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(1) Dalamipengembangan dan pengelolaan sistemiirigasi pada setiapidaerah 

irigasiidilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenanganiiyangidimilikiidenganimelibatkaniperanimasyarakat. 

(2) Pengawasanisebagaimanaidimaksudipadaiayat (1) meliputiikegiatan:  

a. Pemantauanidan evaluasi hasiliagar sesuai denganinorma, standar, 

pedomanidanimanual 

b. Pelaporani 

c. Pemberianirekomendasi 

d. Penertibani. 

(3) Peran masyarakatidalam pengawasanisebagaimana dimaksudipada ayati 

(1) idilakukanidenganimenyampaikan laporanidan/atau pengaduanikepada 

pihakiyangiberwenang. 

(4) Perkumpulanipetani pemakaiiair, badaniusaha, badanisosial, idan 

perseorangan menyampaikan laporanimengenai informasiipengembangan 

dan pengelolaan sistem irigasi yangimenjadi tanggung jawabnya kepada 

Pemerintah, pemerintah provinsi, atauipemerintah kabupaten /kota. 

(5) Dalamirangkaipengawasanisebagaimanaidimaksudipadaiayat(1), 

Pemerintah, pemerintahiprovinsi, atauipemerintah kabupaten/kota sesuai 

dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan 

pengelolaanisistem irigasi secaraiterbukaiuntukiumum. 

(6) Ketentuanilebihilanjutimengenaiipedomanipengawasanipengembangan 

danipengelolaan sistem irigasiidiatur dengan peraturaniMenteri. 
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(7) Ketentuanilebihilanjutimengenaiipengawasanipengembanganidan 

pengelolaan sistemiirigasiiyangidilakukanioleh pemerintahikabupaten/kota 

dan pemerintah provinsi diatur dengan peraturan daerah.105 

Lebihilanjut, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007itentang TataiRuang 

padaipasali8iayati (1) disebutkanibahwa wewenangipemerintahipusatiadalah 

pengaturan, ipembinaan, idanipengawasaniterhadapipelaksanaanipenataaniruang 

wilayahinasional, iprovinsi, idan kabupaten/kota, iserta terhadapipelaksanaan 

penataan ruang kawasan strategisinasional, provinsi, dan kabupaten/kota. iDalam 

melaksankaan wewenanang tersebut dilaksanakan oleh menteri, slaah satu 

kewenangan tersebut adalahpengawasan terhadap tata ruang. Pasal 10 

menyebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan terhadap 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 

wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 

kawasan strategisiprovinsi dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenagan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan batasiwilayah suatu provinsi sebagaimana 

kewenangannya sebagai suatu daerah provinsi masing-masing. Padal 11 

menyebutkan bahwaipemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan terhadap 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 

wilayahikabupaten/kota dan kawasanistrategis kabupaten/kota.106 

Secaraigaris besar, status bangunan liar di atas tanah saluran irigasi telah 

banyak menimbulkan konflik dari aspek sosial baik dari masyarakat pemilik 

maupun pemerintah. Terdapat beberapaisanksi yangidapatiditerapkan.  

 
105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.  
106 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Ruang  
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1. Menerapkanisanksiiadministrasi 

Penerapan hukum dipandang sebagai sistemiadministratifi (administrative 

system) yangimencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum 

yang merupakan sub sistem peradilan diatas, yang dilaukaniberupa tindakan 

administratif, sehinggaiproses penegakkan administrasi harusimemperhatikan 

prosedur yang menjadi prasayrat dalam mengambil tindakan hukum 

administrasi. Sanksi administrasi menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah dengan 

pemantauan dan evaluasi hasil agar sesuai dengan norma, standar, pedoman 

dan manual; pelaporan; pemberian rekomendasi; dan penertiban.107 Pasal 27 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatiRepublik 

Indonesia Nomori08/PPT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Jaringan Irigasi menyebutkanibahwa penertiban ruang sempadan jaringan 

irigasi dilakukanidengan tahapan sosialisasi, peringatan, teguranidan perintah 

bongkar sesuai dengan ketentuan peraturaniperundang-undangan.108 Dengan 

adanya sanksi administrasi tersebut maka perbuatan pelanggaran itu 

dihentikan, sehingga sanksi administrasiimerupakan instrument yuridis yang 

bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau 

menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

persyaratan perlindungan danipengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat 

represif, sanksi administrasi juga mempunya sifat reparatoir, artinya 

 
107 Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Irigasi  
108 Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 08/PPT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi  
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memulihkan keadaanisemula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi 

administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagiiupaya 

pemulihan mediailingkungan yang rusak atauitercemar. 

2. Menerapkanisanksiipidana 

Penerapanihukumipidana merupakan sistemisosial (social system), dalamiarti 

bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan 

pelbagai perspektif pemikiraniyang ada dalam lapisan masyarakat, dengan 

memperhatikan norma-norma sosial. Sehinggaipenerapan hukum dipandang 

sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan 

aturan hukum yangimenggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh 

sanksi pidana.109 

Pada praktikya, diperlukanipengawasan pada bangunan liar yangiada. 

Pengawasan bangunan liar bukan proses mengawasi antara manajer dengan 

bawahan namun pada semua aspek yang berhubungan dengan bangunan liar 

seperti masyarakat, pemerintah setempat, media lokalidan pihakilain. Apabila 

semua aspek yang berhubungan dengan bangunan liar melakukanipengawasan 

maka dapat mencegah timbulnya pembangunan liar kembali. Pengawasan 

dilakukan denganisifat preventif atau mencegah sehinggaitujuan dari pengawasan 

oleh aspek-aspek yangiberhubunganidengan bangunan liar adalahimencegah 

dibangunnya kembaliibangunan liaritersebut. Terdapatibanyak caraiyangidapat 

dilakukan selain melakukanipengawasan. Namunipengawasanidianggapisebagai 

caraimendasar agarisiklus dariipembangunan bangunaniliar tidak terjadiilagi. 

 
109 Philipus M Hadjon  



66 
 

Setelahimelakukan pengawasanimaka dapatidilakukanilangkahilainiyangibersifat 

memperbaikiisiklusibangunan liaritersebut. Selainimemperbaikiidiperlukanitindak 

lanjutiuntuk masyarakatiyangimembangunanibangunan liaritersebutikarenaitidak 

hanya masyarakatimiskin yangimembangun bangunan liar. Masyarakatiyang 

mampu juga ada yang secaraitidak bertanggung jawab telahimembangunan 

bangunaniyangitidakimemilikiiiziniresmiidariipemerintahisetempat.  

 

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pendiri 

BangunaniLiar di Atas TanahiSaluraniIrigasi 

Padaipraktiknya, terdapat beberapaifaktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum terhadap pendiri bangunan liar di atas tanah saluran irigasi, antara lain:110 

1. Faktorihukum 

Dalamipenegakan hukumidilapangan adaikalanya terjadiipertentangan 

antaraikepastian hukumidan keadilan, hal ini disebabkaniolehikonsepsi 

keadilanimerupakan suaturumusan yang bersifatiabstrak, sedangkanikepastian 

hukumimerupakanisuatuiproseduriyangitelahiditentukanisecarainormatif. 

Justruiitu suatui kebijakan iatau itindakani yangi tidaki sepenuhnyai berdasar 

hukum merupakan sesuatu yang dapatidibenarkan sepanjang kebijakan atau 

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraanihukum bukan hanya mencakup law enforcement,namun juga 

peace maintenance, karena penyelenggaraan hukumisesungguhnya merupakan 

 
110 Philipus M Hadjon  
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prosesipenyerasianiantarainilaiikaedahidanipolaiperilakuinyataiyangibertujuan

iuntukimencapaiikedamaian.111 

Bangunaniliar di atas tanah saluran irigasi sudahiadaijauhisebelum 

Undang-Undang dan beberapaiaturanitentangiirigasiiditetapkanidanidisahkan 

olehipemerintah. Pada praktiknya, itidak jarangiterdapat beberapaipemilik 

bangunan liar diisempadaniirigasiiyang memintaiganti rugiikepadaipemerintah 

untuk menggantiinilai bangunaniyang telahidikeluarkan danimemberikan 

fasilitasitempatipenggantu untukikegiatan pihakitersebut. Apabilaidilihat dari 

sisi penegakan pelanggaran berdasarkan ketentuan yangiberlaku, nyatanya 

beberapaiaturan yang adaidianggap belumiopimal diterapkankarena masih ada 

beberapa problematika hukumidanimencukupiikebutuhan hajatihidupiorang 

banyak dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar NegaraiRepublik 

Indonesia tahun 1945, dimanaipemerintah masih belumimaksimalidalam 

memenuhi amanatiundang-undangiDasariRI tahuni1945, khususnyaipasali28 

H, ayat (1) isetiap orangiberhakiuntuk sejahterailahir danibatin, bertempat 

tinggal dan mendapatkanilingkunganihidupiyangibaikidanisehatisertaiberhak 

mendapatilayananikesehatan. 

2. Faktoripenegakihukum112 

Fungsi hukum, mentalitasiatau kepribadianipetugas penegakihukum 

memainkaniperanan penting, kalauiperaturan sudah baik, tetapiikualitas 

petugasiikurang baik, adaimasalah. Oleh karenaiitu, salah satuikunci 

 
111 Ibid  
112 Ibid  
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keberhasilanidalam penegakanihukum adalahimentalitas atauikepribadian 

penegakihukum. 

Padaipraktiknya, terdapatiperbedaanikondisi antaraidaerah satuidengan 

daerah lain terkait dengan para penegak hukum dalam hal iniiadalahiSatpol 

PP. Pada beberapa daerah, masihibanyak Satpol PP yangimasihimemperoleh 

perhatian minim di antaranya kurang dalamipenerimaan asuransiikeselamatan 

kerja, pemenuhan tunjangan yang layak, dan reward. Denganiminimnya 

tunjangan bagi penegak perdaitersebutimaka timbulahipenurunanimotivasi 

dalam penegakkaniperda. Denganisemakin besarnya resikoipenegakkan perda 

diilapanganidenganiperhatianipemerintahidaerah. 

3. Faktorisarana113  

Pendukung Faktorisarana atau fasilitas pendukungimencakup perangkat 

lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 

pendidikan. Pendidikaniyang diterima oleh penegak hukum dewasa ini 

cenderung pada hal-haliyang praktisikonvensional, sehinggaidalamibanyak hal 

polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuanitentangiperkembangan hukum terbaru, dalam tindak pidana 

khusus yang selama ini masihidiberikan wewenangnya, halitersebut karena 

secara teknis yuridis penegakihukumidianggapibelumimampu danibelumisiap. 

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh penegak 

hukum begitu luasidanibanyak. 
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Denganiminimnya sarana yang dimiliki oleh penegak hukum, 

menyebabkan tidak efektifnya tindakan yang dilakukan oleh penegakihukum 

tersebut. Saranyaiprasaranan berupa alat pengaman pasukan, kendaraan, 

perlengkapanianti haruihara, tempat penyimpananibarang bukti, ikemampuan 

negosiasi, dan kemampuan lainnya. Ini disebabkan bahwa penegak perda 

(Satpol PP) masih dianggap pilihan terakhir dalam berkarir diipemerintah 

daerah, bahkan dianggap sebelah mata terhadap tugas-tugas Satpol PP. dengan 

minimnya sarana dan prasarana tersebut, tugas dan fungsi penegak perda 

tersebut jauh dari harapan. 

4. Faktor masyarakat114 

Penegak hukum berasal dari masyarakat danibertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap wargaimasyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakatiterhadap hukum, 

merupakanxsalah satuiindikatorihukumiyangxbersangkutan. 

Padaxpraktiknya, eraxglobalisasi menjadikan manusiaxseperti seorang 

manusiaxpada umumnya, sepertinyaiistilah ini masih tetap berlaku sampai 

sekarang. Tidakxbisa dipungkiri hidup di dalam suatu negara sangatxdi 

butuhkanisosialisasi karena kita tidak dapat hidup dengan sendirinyaitanpa ada 

manusia lain. Demi mempertahankanihidup itu sendiri kita relaxmelakukan 

apa saja mulai dari yangxhalal sampai yangiharam tentunya semua itu kita 
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lakukan untukxmemperjuangkanxkehidupan yangxlebih baik. 

Untukxmewujudkan hal tersebut, tidaklah mudah dimana kita harus 

menghadapi berbagai konflik yang memicu lahirnya sikap saling memusuhi 

dan disinilahxperan hati nurani sangat dibutuhkan. Kesadaran masyarakat 

pada fungsi sempadan sungai yang masih sangat rendah. Kesadaran 

masyarakat ini harus dibangun dengan sosialisasi dari Pemerintah kepada 

masyarakat yang tinggal di atas tanah saluran irigasi karena apabila bermukim 

atau mendirikan bangunan liar akan berbahaya dan mengakibatkan banjir. 

Kesadaranxmasyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepadaxmasyarakat 

danxmemberikan sarana danxprasarana yang mendukungxuntukxtidak tinggal 

di sempadan irigasi atau di atas tanah saluran irigasi. 

5. Faktorxkebudayaan115 

Kebudayaanxmempunyai fungsi yangxsangat besar bagixmanusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapatxmengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukanxsikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orangxlain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu 

garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenaixyang 

harusxdilakukan, dan apa yang dilarang. Budayaxorang timur yangxmelakat 

pada lingkungan masyarakat Indonesia di mana masih mengedepankan 

toleransixyang berlebihan, perasaan sungkan, perasaan kasihan kepada orang 

lain. Ini merupakan salah satuxfaktor kelemahan penegak hukumxdalam 

melaksanakanxtugasnya. 
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Penghunixbangunan liar menghendakixtoleransi dari PemerintahxDaerah 

dalam memberikan tenggang waktu yang tidakbisa dipastikanxsampai mereka 

mendapatkan tempat hunian yang baru dengan usaha ataukegiatanxyang sama 

demi kelangsunganxkehidupan mereka. Pelanggaran-pelanggaran bangunan 

liar di atas tanah saluran irigasi merupakanxpelanggaran eksplisif yangxdapat 

dilihat langsung. Penegakan hukum untuk contoh tersebut menjadi sulit 

dilakukan karena adaxbeberapa penghuni atau pemilik bangunan liar memiliki 

izin untukxmendirikan bangunan di atastanah saluran irigasixyang dikeluarkan 

instansi resmi. Ada juga pemilik atauxpenghunixmempunyai bukti 

pembayaran listrik sehingga mereka menganggapxhal tersebutxsebagai 

buktixpengesahan untukxbangunan liarxtersebut. 

 

 

 



72 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berikutxkesimpulan yang diperoleh dalamxkajian ini: 

1. Pengaturanxtentang saluran irigasi dixIndonesia terdiri dari:Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber DayaAir, xInstruksixPresidenxNomor 

2 Tahunx1984xtentangxPembinaanxPerkumpulanxPetanixPemakaixAirx 

(P3A), PermenxPUPR No. 8/PRT/M/2015xtentangxGarisxSempadanxIrigasi, 

Permen PUPR No.11/PRT/M/2015xtentang E&PxRawa IrigasixPasut, 

PermenxPUPR No.12/PRT/M/2015 tentangxEksploitasi 

danxPemeliharaanxIrigasi, Permen PUPR No.14/PRT/M/2015xtentang 

Kriteria dan Penetapan StatusxDaerah Irigasi, PermenPUPR No. 

16/PRT/M/2015xtentang E&P IrigasiRawaxLebak, Permen PUPR 

No.17/PRT/M/2015xtentang Komisi Irigasi, PermenxPUPR No. 

21/PRT/M/2015 tentang E&P Irigasi Tambak, PermenxPUPR No. 

23/PRT/M/2015xtentang Pengelolaan AsetxIrigasi, PermenxPUPRxNo. 

29/PRT/M/2015xtentangxRawaxsertaxPermenxPUPR No. 30/PRT/M/2015 

tentang PengembanganxdanxPengelolaanxSistemxIrigasi. 

2. Penegakan hukum terhadap pendiri bangunan liar di atas tanah saluran irigasi 

dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi menurut Pasal 29xPeraturan PemerintahxRepublik Indonesia 

Nomor 20 Tahunx2006 tentang Irigasi adalah dengan pemantauan dan 
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evaluasi hasil agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual; 

pelaporan; pemberian rekomendasi; dan penertiban. Pasal 

27xPeraturanxMenteri PekerjaanxUmum danxPerumahanxRakyat Republik 

Indonesia Nomor 08/PPT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Jaringan Irigasi menyebutkan bahwa penertibanxruangxsempadanxjaringan 

irigasixdilakukandenganxtahapansosialisasi,peringatan,teguranxdanxperintahx

bongkarxsesuai denganxketentuanxperaturanxperundang-undangan. 

 

B. Saran 

Saran yang dapatidiajukaniantara lain: 

1. Tindakan idministrasi danipidana masihxsulit untuk diaplikasikanxsehingga 

diperluakniupayaxpenting melalui upaya preventifxlain misalnya penyuluhan, 

pemantauanxdan pengawasan yang ketat terhadap adanya bangunan liat di 

atas saluran irigasi. 

2. Pada penelitian selanjutnya yang akan membahas fokus penelitian yang sama, 

dapat menambahkan kasus detail pada daerah tertentu sehingga pembahasan 

penelitian dapat lebih mengerucut atau terfokus dengan berpedomanxpada 

Peraturan Daerah setempat yang berlaku.
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